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PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 

I. LATAR BELAKANG 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu Iingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 
tertentu. Sesual Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Fembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan 
daerah terdiri dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Fanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-
2025. Rancangan Awal RPJMD disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
dilantik, dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencaria Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemenntah 
Daerah menyatakan bahwa rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik dan merupakan penyempurnaan rancangan 
teknoratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah terpilih. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 
disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap keempat, 
dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan 
jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi hingga saat ni. RKPD Tahun 2024 
antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan 
menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD 
antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah 
Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 
dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup. 

Forum Konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan 
Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan dalam berita 
acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku 
kepentingan. Forum Konsultasi Publik Provinsi melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota, 
Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan Pelaksanaan forum konsultasi 
publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 



II. DASAR PELAKSANAAN 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesiallomor 4700); 

6. Undang-Uridang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara 
Repu bIlk Indonesia Nomor 4725): 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor6405); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 
Republikindonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5941); 

15. Peraturan Pemer,ntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 
/PRT/M/201 5 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 
/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan 
Danau; 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.69/MenlhklSetjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahRencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembutan dan 
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 
Pembanguan Jangka Menengah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); 



26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207); 

29. Peratu ran Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uralan Tugas 
dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi; 

30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40). 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 

DPA/A.1/5.01 .0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Mendukung koordinasi antar p&aku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, 
sinkronisasi dan sinergi balk antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 
pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi 
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 
mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan 
sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

2. Memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. 

IV. URAIAN SUBSTANSI 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dUakukan bentuk: 

1. Administrasi awal pelaksanaan kegiatan (penyusunan P0, KAK, SK dli,) 

2. Rapat-rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan konsultasi publik RKPD 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 

3. Persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan konsultasi publik RKPD Provinsi 

Surnatera Barat Tahun 2024 



V. HASIL 

Hasil yang diharapkan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik adalah jumlah 
dokumen berita acara konsultasi publik yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) dokumen 
berita acara 

VI. WAKTU PELAKSANAAN 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dalam 

rentang Januari 2023. 

VII. SUMBER PENDANAAN 

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik adalah sebesar 
Rp. 65.200.000,- dan berasal sepenuhnya dan APBD Provinsi Sumatera Barat 

VIII. ORGANISASI PELAKSANA 

Pelaksana untuk sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik adalah Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

IX. PENUTUP 

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik 
ni di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, 
sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal 

Padang, Januari 2023 

Dike ahui Oleh : Disusun Oleh 
KUASA PEGUNA ANARAN P ///\ 

'' 
Ir.KuartinDtVFuth, M.Si Yudha Prima, S.STP, M.Si  

PembinaTk.l NlP.9691113 1993032002 Pembina NIP. 198201212000121001 



PETUNJUK OPERASIONAL 

KEGATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2023 



I. DATA—DATA 

Nama Perangkat Daerah 

Urusan Pemerintahan 
Program 

Nama Kegiatan 

Nama Sub Kegiatan 

Lokasi Kegiatan 

PENGGUNA ANGGARAN 

Nama 

Jabatan 

Alamat  

• Bappeda Provinsi Sumatera Barat 
Fungsi Penunjang Pemerintah Bidarig Perencanaan 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 

Pelaksanaan Konsultasi Publik 

Kota Padang 

Medi lswandi, ST, MM 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat 

JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nama 
J a bata n 

Alamat  

Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si 
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

Nama 
Jabatan 

Alamat 

BENDAHARA 

Nama 
Alamat  

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

Defridawati 

JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 
Nama : Mita Mulyanda Putn, S.STP 

Alamat : JL Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

Tanggal Penerbitan DPA 6 Januari 2023 

Nomor DPA DPA/A.1/5.01 .0.00.0.00.01.0000/001/2023 

Jumlah Dana Sub Keg Rp. 65.200.000,- 



II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KONSIJLTASI PUBLIK 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGANAN SPM 

Medi IswandLST,MM  
NIP.19750502 199903 1 004 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGAN 5PM IS/TU 

Ir.Kuartini Deti Putri,M.Si  
NIP.19691113 199303 2 002 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 
KEGIATAN 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
NIP. 19820121 200012 1 001 

SEKRETARTAT PELAKSANA 

1. Fungsional Perencana lingkup 
Bidang P2EPD 

2. Pelaksana lingkup Bidang 
P2EPD 

3. TenagalT 

PEJABAT PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN 

Hera Kurniawati,SE,Ak 
NiP. 19760704 200604 2 004 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Defridawati 
NIP. 1961205 199203 2 001 

BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU 

Mita Mulyanda Putn,S.STP 
NIP. 19970729 202008 2 001 



III. URAIAN KEGIATAN 

Rincian Belanja Sub Kegiatan 

Kod. R.k.ning Uraian 
Rincian Perhitungan 

Jumlah 
Ko.fisi.n Satuan Harga PPN 

5 BELANJA OAERAH Pp. 65.200.000 

5.1 BELANJA OPERASI Pp. 65.200.000 

5.1.02 B.Ianja Barang dan .Jasa Pp. 65.200.000 

5.1.02.01 Belanja Barang Pp. 14.890.000 

S.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Pp. 14.890.000 

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertac dan Cover Rp. 836.500 

t3 k.rtas 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

Pp. 836.500 

(-1 

Kertas Hvs 
Spesifikasi : f4 70 gr 10 Rim Rim 58.000 0 Rp. 580.000 

Kertas HVS 
Spesiflkasi a4 70 gr 

5 Rim Rim 51.300 0 Rp. 256.500 

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.333.500 

(#1 
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

[.] 

Pp. 3.333.500 

Penggandaan Dokumen 
Spesifikasi S Hitam Putih 

13334 Lembar Lembar 250 0 Pp. 3.333.500 

5.1.02.01.01.0029 BelanJa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor.Bahan Komput.r Pp. 5.060.000 

(#J toner 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Pp. 5.060.000 

[-1 

toner 
Spesifikasi: 78a 

4 Buab Buab 1.265.000 0 Rp. 5.060.000 

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapes Pp. 5.660.000 

(#] makan 
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Pp. 5.660.000 

(-1 

Konsumsi Rapat Biasa 
Spesifikasi Kudapan 

100 Kotak 
Orang / 
Kali 

17.000 0 Rp. 1.700.000 

Konsumsi Rapat Biasa 
Spesifikasi : Makan 90 Kotak 

Orang / 
Kali 

44.000 0 Rp. 3.960.000 

(-1 

Penggandaan Dokumen 
Spesifikasi: Hitam Putih 

13334 Lembar Lembar 250 0 Pp. 3.333.500 

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-8ahan Komputer Pp. 5.060.000 

(#] toner 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

Pp. 5.060.000 

(-1 

toner 
Spesifikasi : 78a 

4 Buah Buah 1.265.000 0 Pp. 5.060.000 

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pp. 5.660.000 

(#J makan 
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Rp. 5.660.000 

(1 

Konsumsi Rapat Biasa 
Spesiflkasi : Kudapan 

100 Kotak 
Orang/ 
KaU 

17.000 0 Pp. 1.700000 

Konsumsi Papas Biasa 
Spesifikasi Makan 

90 Kotak 
Orang / 
Kali 

44.000 0 Rp. 3.960.000 



Code Rekening 
Fincian Peitiittagan 

lumlah Uraan 
Koefisier Sa*uan Harga PPN 

5102.02 Belanja Jasa Rp. 50.310.000 

5.1.02.02.01 Betanja .Jasa Kantor Rp. 19.170.000 

5.1.02,02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator Pembawa Acara. dan Panitia Rp. 7.550.000 

(#) 
Sumber Dana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

5.550.000 

1-1 

Jaa 44araumber/ Pembaha 
Speifikai : Pejabat Eelon 4/yang 
dietarakan 

4 orang / Jam 
Orang / 
Jam 

1.200.000 0 Rp. 4.800.000 

Jaa Pen'ibawa Acara 
Spefkai ProfeionaI 

1 Orang 
Orang / 
Kegiatart 

750.000 0 Pp. 750.000 

(#1 orang 
Sumber Dana PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

p 2.000.000 

[-1 

Jaa Moderator 
Speifikai ProfeionaI 

2 Orang / 
Kegiatan 

Orang / 
Kegiatan 

0 Pp. 2.000.000 

5.1.02.02.01.007 I Belanja Lembur Rp. 11.620.000 

lembur 
Sumber Dana PENOAPATAN ASLI DA(RAH (PAD) 

11.620.000 

(-1 

Makan Lenthur 
Speifikazi ASN/Non ASN 

218 Orang / Jam 
Orang / 
Jam 

31.000 0 Pp. 6.758.000 

Uang Lembur bagi Pegawai ASN 
SpeifIkai Golongan III 

iSO Orang / Jam 
Orang / 
Jam 

20.000 0 Rp. 3.000.000 

Uang Lembur bagi Pegawai ASN 
Speifikari : Golongan II 

36 Orang / Jam 
oDrang / 
lam 

17.000 0 Pp. 612.000 

Uang Lembur bagi Pegawai ASN 
Speifikai Golongan IV 

, 
Orang / 
Jam 

25.000 0 Rp. 1.250.000 

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 31.140.000 

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp. 31.140.000 

[1*J braya rapat 
Sunl,ev Dana PENDAPATAN AStJ OAERAH (PAD) 

Rp. 31.140.000 

['1 

fl4aya Raçat /Pesteivarr dilua' Kantor C  Setingkat 
EeIon II) 

Speifika: Halfday 

180 Orang / 
Paket / Peieraan 

Orang / 
Palret 

173.000 0 Pp. 31.140.000 

Grand Total Pp. 65.200.000 



IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 

TOLOK UKUR KINERJA TARGET KIN ERJA I N DI KATOR 

Dana yang dibutuhkan 

iumlah Dokumen Berita Acara 

Konsultasi publik yang 

dilaksanakan 

Rp. 65.200.000 

1 Dokumen BeritaAcara 

Masukan 

Kelua ran 

Hasil 3 dokumen iumlah Dokumen perencanaan 

dan pendanaan pembangunan 

daerah yangditetapkan dengan 

pe ratu ran 

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN 

Mempedomani Peraturan gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 Tentang 
Standar Harga Satuan, tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan antara lain: 

Kepala SKFD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyal tugas: 

1) menyusun RKA-SKPD; 
2) menyusun DPA-SKPD; 
3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 
4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
8) menandatangani SPM; 
9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 
10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 

11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
13)menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan 
14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas: 
1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

bela nja; 
2) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 



3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
5) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 
6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
7) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 
8) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan 
wewenang PA! KPA meliputi: 

1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub 
kegiatan SKPD/U nit SKPD; 
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada 

PA/KPA. 
2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan 
yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 
3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan 

SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas dan wewenang: 
1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk 

meneliti kelengkapan dan keabsahan. 
2) menyiapkan SPM; 
3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran; 

4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

5) menyusun laporan keuangan SKPD. 

Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, 

dan SPP LS; 
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

3) melaksanakan pembayaran dan UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 
4) menolak perintah bayar dan PA yang tidak sesual dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 



7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan wewenang meliputi: 
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 
2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dan Bendahara Pengeluaran; 
3) menenima dan menyimpan TU dan BUD; 
4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 
5) menolak perintah bayar dan KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran 
secara periodik. 

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsutasi Pubik diaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

NO. 
BENTUK PELAKSANAAN 

JANUARI 2023 

MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Melakukan penyusunan P0 dan KAK 
2 Melakukan penyusunan SK pelaksanaan 

kegiatan 
3 Mekukan rapat-rapat koordinasi persiapan dan 

pefaksanaan kegiatan 
4 Melakukan persiapan sarana dan prasarana 

pelaksanaan konsultasi publik 
5 Melaksanakan konsultasi publik RKPD ProsAnsi 

Sumatera Barat Tahun 2024 

Rincian Rencana Aliran Kas Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsutasi Pubik: 
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Dik 
KUASA 

Ir.Kuartini 

NGGARAN 

eti Putri M.Si 

VII. PELAPORAN 

Pejabat Pe!aksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalul Kuasa Pengguna 
Anggaran 
1. Setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan 
2. Tahunan dalam bentuk Laporan Tahunan 

VIII. PEN UTUP 

Demikian Petunjuk Operasional (P0) ni dibuat sebagai petunjuk operasional dalam 
pelaksanaan teknis sub kegiatan Pelaksanaan Konsutasi Pubik Tahun Anggaran 2023. 
Apabila terdapat perubahan dan pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Padang, Januari 2023 

Disusun 0leh 
PPTK 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
PembinaTk.l NIP.19691113 1993032002 Pembina NIP. 19820121 2000121 001 
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PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI 

I. LATARBELAKANG 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu Iingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 
tertentu. Sesuai Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembarigunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan 
daerah terdiri dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 
disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap keempat, 
dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan 
jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi hingga saat mi. RKPD Tahun 2024 
antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan 
menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD 
antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah 
Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Pnioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 
dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup. 

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang 
adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan Daerah. Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, kiarifikasi dan kesepakatan 
terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah 
yang telah dirumuskan dalam rancangan awat RPJMD. Musrenbang RKPD provinsi 
dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi sebagaimana 
dimaksud datam Pasal 90. 

II. DASAR PELAKSANAAN 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencansan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 4422); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara epubIik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

nd oriesiallomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor6405); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Care Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 
Republikindonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republiklndonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tate Cara 
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5941); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioiaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Repu bilk Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 
/PRT/M/201 5 tentang Kriteria den Penetapan Wiiayah Sungal; 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 
/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan 

Danau; 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.69/Menlhk/Setjen!Kum. 1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tate Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembutan dan 
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 
Pembanguan Jangka Menengah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Vvilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Beret Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Beret Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7. Tambahan 



Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207); 

29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahuri 2022 Tentang Uraian Tugas 
dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi; 

30. Peraturari Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40). 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 

DPA/A.1/5.01 .0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, 
sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 
pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi 
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara 
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta memperoleh saran dan 

pertimbangan pembangunan 

IV. URAIAN SUBSTANSI 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilakukan bentuk: 

1. Administrasi awal pelaksanaan kegiatan (penyusunan P0, KAK, SK dli,) 

2. Rapat-rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2024 

3. Melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD 

4. Persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang 

RKPD Provinsi Tahun 2024 

5. Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2024 

V. HASIL 

Hasil yang diharapkan dan Sub Kegiatan Peiaksanaan Musrenbang Provinsi adaiah 
jumlah dokumen berita acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan sebanyak 1 

(satu) dokumen berita acara 

VI. WAKTU PELAKSANAAN 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi diiaksanakan selama 1 (satu) bulan 

dalam rentang Maret 2023. 

VII. SUMBER PENDANAAN 

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah 
sebesar Rp. 307.169.00ft- dan berasal sepenuhnya dali APBD Provinsi Sumatera 

Barat. 



VIII. ORGANISASI PELAKSANA 

Pelaksana untuk sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

IX. PENUTUP 

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang 
Provinsi mi di susun, sebagal pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub 
kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal 

Padang, Januani 2023 

Dikehi Oleh Dlsusun Oleh 
KUASA P*1GGU1'JA GGARAN PPTK 

/ 

/' 

lr.Kuartini P -i Putn, M.Si Yudha Prima, S.STP, M.Si  
PembinaTk.l NlP.19691113 1993032002 Pembina NIP. 19820121 2000121 001 
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I. DATA—DATA 

Nama Perangkat Daerah 

Urusan Pemerintahan 

Program 

Nama Kegiatan 

Nama Sub Kegiatan 

Lokasi Kegiatan 

PENGGUNA ANGGARAN 

Nama 
Jabatan 

Alamat 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nama 

Jabatan 

Alamat  

Bappeda Provinsi Sumatera Barat 
Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 

Kota Padang 

Medi swandi, SI, MM 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 
JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si 
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

BENDAHARA 

Nama 
Al a mat  

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

JL Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

Defridawati 
JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 
Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP 

Alamat : JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

Tanggal Penerbitan DPA 6 Januari 2023 

Nomor DPA DPAIA.1/5.01 .0.00.0.00.01 .0000/001/2023 

Jumlah Dana Sub Keg Rp. 307.169,000,- 



II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGANAN 5PM 

Medi IswandLST,MM  

NIP.19750502 199903 1 004 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGAN SPM [S/TU 

Ir.Kuartini Deti Putri,M.Si  

NIP.19691113 199303 2 002 

      

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 
KEGIATAN 

  

PEJABAT PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN 

 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
NIP. 19820121 200012 1 001 

SEKRETARIAT PELAKSANA 

1. Fungsional Perencana lingkup 
Bidang P2EPD 

2. Pelaksana lingkup Bidang 
P2EPD 

3. Tenaga IT 

   

Hera Kurniawati,SE,Ak 
NIP. 19760704 200604 2 004 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Defridawati 
NIP. 1961205 199203 2 001 

 

     

     

     

   

BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU 

 

    

     

   

Mita Mulyanda Putri,S.STP 
NIP. 19970729 202008 2 001 

 

      

      



III. URAIAN KEGIATAN 

Rincian Belanja Sub Kegiatan 

Kode Rekening 
Rincian Perhitungan 

iumlah Urajan 
Koefisien Satuan Harga PPN 

5 BELANJA DAERAH Rp. 301.169.000 

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 307.169.000 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 307.169.000 

5.1.02.01 8eanja Barang Rp. 57.748000 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 57.74.8.000 

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakardan Pelumas Rp. 1.380.000 

[#1 
Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 

Rp. 1.380.000 

1-1 Pra Musrenbang RKPD 2024 

Bahan Bakar Minyak 
Sperfikai : pertamax 

1380000 b tahun 1 0 Rp. 1.380.000 

5.1.02.01.01.0025 Belanja AlatlBahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 965.500 

[#] kotak 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 

129.000 

I-1 

amplop poIo 5 Kotak Kotak 25.800 0 Rp. 129.000 

Speifikai : 229x 110 mm: 80 gim 

[#] rim 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

Rp. 836.500 

[-I 

Kerta Hv 
Speifikau : (4 70 gi' 

10 Rim Rim 58.000 0 Rp. 580.000 

Kerta F{VS 
Speifikai:a470gr 

5 Rim Rim 51,300 0 Rp. 256.500 

5.1.02.01.01.0026 Belanja Nat/Bahan untuk Kegiatan K.antor- Bahan Cetak Rp. 2.140.500 

[#) Lembar 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Rp. 2.140.500 

[-I 

Penggandaan Dokumeri 
Speiflkai Hitam Putih 

8562 Lembar Lembar 250 0 Rp. 2.140.500 

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 3.762.000 

[#1 buah 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Rp. 3.762.000 

[Hi 

toner 
Spe.i6kai 85a 

3 Buah Buah 1.254.000 0 Rp. 3.762.000 

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 49.500.000 

[#1 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

Rp. 49.500.000 

[-) Makan Minu,n Rapat 

Konumi Rapat Biasa 
Spesifikasi Makan 

700 Orang / Kali 
Orang/ 

44.000 0 Rp. 30.800.000 

Konsumsi Rapat Biasa 
Spesifikazi Kuctapan 

1100 Orang! 
Kali 

Orang / 
Kali 

17.000 0 Rp. 18.700.000 



Ko.dc Rckcing 
Ruician PcfhâtImgn 

Jum)h Ursan 
Koofsen Saluan Harq PP1 

5.1.02.02 Belnja Jas Pp. 164.811.000 

S.1.02.02.01 Sebrp Jj XnIor Pp. 43371.000 

5.1.02.02.01.0003 Honorarwm Narwmber u Pernb3ha, Modctor, PeInb3w Acar3. dan Panith Pp. 21.500.000 

j.)orang 
Sumbr Dana: PUMDAPATAN ASU DAI.J)AH (PAD) - 

1-I Muar.nbang RKPD 2024 

piflka.: Pnce.ion& 
6Cr.gI 

)egIatnr 
0rang/ 

10JJE1) LI 

ia Nnrnbc/ Fcmb.a)ian 
Peabon £eIon iii e wh / 

f9 

Orang f sari )0) U Pp. 2.700.000 

aa Nart&rnben/ Prnba.a 
£pifikai: J.>tt/Setin at K)+V y-Iq 

dtatakar 
Orar I Jam uraNi / iS000o 0 kç. 1500000 

aa Naraumben/ P,mbaia 
SpeiAka abat £r.ek.n 1/ yang 
diaetarakan 

4 Orang F Lam 
/ 1200.000 0 Pp. 4.QCO 000 

Narumbcr/ Pcmbahaa 
Pabat Eae3cn Il/ yang 

diactarakan 

aa Pemba'A-a Acara 
• ra&ionai 

0rarg / Jam 

. Orang / 

e;Ja.ar 

/ 

Orarig ' 

Kegan 

1iX%i0I) 

750 000 

0 

C) 

Pp.1.000000 

P 1 500 ( P 

5.1.02.02.01.0071 Bclanp Lembur Pp. 15.871.000 

L) 
Sumbcr Dana: PENDAPATAN ASLI DAtRAH (PAD) 

Pp. 2.500.000 

I.' 

103 0rag 25/)00 0 Pp. 2.500.03w 

Ill olang 
Sumbar Dana : PENDAPATAN ASh DAIRAN (PAD) 

Pp 13.311000 

II 
Y.sn Lomixir 

5pcifikaa AN 
i- o / . C) Pp. 2.21.00C 

II 

Jang Lemr bgi Fgawai ASN 
fkaI Ii 

/ 
Jam 

17.00(1 0 Pp.2550000 

.i3r. Lcrn.j1 ba;J .gawaJ ASN 
L3t..:c.an iii 

41.0 ur 
Orarg / 
Jatr 

-
I.1() IJ np. 8.000000 

5.1.02.02.05 8a)anp Scwa Godung dan Bangunan Pp. 121.500.000 

5.1.02.02.05.0009 5clanp Sawa Bangunan GadUng Tcpat Pcrtcmuan Pp. 31.500.000 

I1 
Sumbcr Dana; PtNOAPA1AN ASh) DAERAP) (PAD) 

Pp 37.500.000 

flPra Muaranbang RX.PO 2024 

A;w 0itJr/antonfTernpat 
Spfk.aa . Aula Becar itn 0ug 14ar.a 

. . A)s0 Ii Pp. 37.500IX)Q 

5.1.02.02.05.0043 Ba).na Sawa Hotel Pp. U.000.000 

C) Pra Muarcnbang/Muarenbang 
Sumber Dana : P(NOAPATAN ASh) DMRAH (PAD) 

64000000 Pp. - 

I Muaranbang RKPD 2024 

£iaya kapet 1Pe temLarl L.T cantcr 

Spifikaai : 11th 

350 3nanq I 
Paket F C)4tI 

/ 
Ret 

.&I.UU 1/ Pp 34.00010.. 



Kodc Rckentng Urn 
Rincw Pcthitungn 

iurnlah 
kocfiskn Stun Hrga PPN 

5.1.02.04 BcIana PerjInan Dirs Rp. 84350.000 

5.1.02.04.01 R.lnj PcrjI3nan Dil3$ DIm Ne9cn Rp. 84.550.000 

5.1.02.04.01.0001 BeInja crjiIan Din 8iasa Rp. 84.550.000 

Sumbcr Dana : PLNDAPATAN ASh DMRAH (PADJ 
Rp. 14350.000 

J Pv Muvcnbang RKPD 2024 

Pdr uar iaeh L}iari 
Prwiri Sui,bar 

Spif Pig PI  Pet Oat / 
(Jrr 

14L4) COU 

Perginipn Pein :uar Dacch rn 
Prcvirj Sunb.,r 

Spifikc: P tgrapn Pej.b Er.e' 

V/Got . 

/ 
Crry i 
uari 

U RP. 24.?C0iX 

Uir. Pcjn D3bn 'n 
Speifikc - UMAT1PA I!JJ.M 

Ornç / - J.Ot) U .p WL'.)C 

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA 

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 307.169.000 

Keluaran Jumlah Dokumen Berita Acara 

Musrenbang Provinsi yang 

di Iaksa naka n 

1 Dokumen Berita Acara 

Hasil iumlah Dokumen perencanaan 

dan pendanaan pembangunan 

daerah yangditetapkan dengan 

peratu ran 

3 dokumen 

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN 

Mempedomani Peraturan gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 Tentang 
Standar Harga Satuan, tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan antara lain: 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas: 

1) menyusun RKA-SKPD; 

2) menyusun DPA-SKPD; 

3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 

4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

5) melakukan pengujian atas tagihan dan memenntahkan pembayaran; 



6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 

8) menandatangani SPM; 
9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 
10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKFD yang dipimpinnya; 

11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
13)menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan 
14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Kuasa Fengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas: 

1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

bela nja; 
2) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

4) mengadakan ikatan!perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 
anggaran yang telah ditetapkan; 

5) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 

6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

7) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 

8) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (FPTK) dalam membantu tugas dan 
wewenang PA/ KPA meliputi: 

1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub 

kegiatan SKPD/Unit SKPD; 
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada 

PA/KPA. 
2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan 
yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 
3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan 

SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang 
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 



Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas dan wewenang: 
1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk 
meneliti ketengkapan dan keabsahan. 

2) menyiapkan SPM; 
3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran; 
4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

5) menyusun aporan keuangan SKPD. 

Bendahara Peng&uaran (BP) memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, 

dan SPP LS; 
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
3) melaksanakan pembayaran dan UP, GU, dan TU yang dikeloianya; 

4) menolak perintah bayar dan PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
5) menehti kelengkapan dokumen pembayaran; 
6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dan Bendahara Pengeluaran; 

3) menerima dan menyimpan TU dan BUD; 

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikeloianya; 

5) menolak perintah bayar dan KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan: dan 
8) membuat laporan pertanggungjawabari secara administratif kepada KPA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran 

secara peniodik. 



TwI 1D1WLMII 11R#LAIIN 

10114. 
JAIl 

NOV DES IAV.W XEATAN: Pikiiug ulull4 lko# 
F IAR APRI lB JiM JUU AG1JS SEPT OKI 

I 2 4 5 1 1 

341i1&IN 
341111.111 

3*1.141* 
51.14&WS 
51.141.111 

I 314014 

965514 

2.140 

3 162 

49 540 

921514 * 
31514 

121.511.111 
31.514 

311.111* 3*1.141111 .ILIILAIIBEI.MIALNDIGS41IG 

S l'12'0fI Be1aSmGingdrBr9imr 

5 I 
51 b22'ol'1443*S}W 

S I'02'I4 Lj1PeizlInDns 

$ 1'02'54'O1 9tI.,IpefIlflnDlIDlnNegl 
5 12V0l'1461BPs 

14.551* 

51'lD'$D 6Jui 

1 I 'G22'l B.lrjala9klltnr 
51b21' 

pnbAdpa 

5 

114115.144 114111.1W 

43.311.1W 0.31111' 

21514 21.540 

l5l1l 

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Sub Kegiatan Pelaksanaafl Musrenbang Provinsi dilaksanakafl dengan tahapan sebagai 

berikut: 

NO. JANIJARI 2023 FRUARI 2023 MARET 2023 

BENTUK PELAKSNJAAN 
MGI MGII MG Ill MGIV MGI MGII MG III MGIV MGI MGII MG III MGIV 

2 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 
1  
1 Melakukan penyusunafl P0, 4<AK dan SK 

kegiatan 

2 

pelaksanaan 
Melakukan rapat-rapat koordinasi persiapan dan 

kegiatan pelaksanaafl 

3  Melaksanakafl rapat koordinasi antar SKPD 

4 Melakukan persiapan sarana dan prasarana 
pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang 

RKPD ProAnsi 

5  Pelaksanaafl Pra Musrenbang RKPD Provinsi 

Musrenbang RKPD ProinsI _6 Pelaksanaan 

Rincian Rencana Aliran Kas Sub Kegiatan Pelaksanaafl Musrenbang Provinsi: 

VII. PELAPORAN 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkafl menyusufl dan menyampaikan 
laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalul Kuasa Pengguna 

Anggaran: 
1. Setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan 
2. Tahunan dalam bentuk Laporan Tahunan 



Di - 'ui 0leh 
KUASA NGGARAN 

VIII. PENUTUP 
Demikian Petunjuk Operasional (P0) mi dibuat sebagai petunjuk operasional dalam 
pelaksanaan teknis sub kegiatan Pelaksanaan Musreribang Provinsi Tahun Anggaran 2023. 
Apabila terdapat perubahan dan pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang benlaku. 

Padang, Januari 2023 

Dlsusun 0Ieh 
PPTK 

Ir.Kuartin-ti Putri M.Si Yudha Prima, S.STP, M.Si 

  

PembinaTk.I NIP. 96911131993032002 Pembina NIP. 198201212000121001 



SIJMATERA BARAT 
* 

A 

KERANGKA ACUAN KERJA 

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 

SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2023 



KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

I. LATAR BELAKANG 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan 
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 
dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
sosial dalam suatu ingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai 
Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 
disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap keempat, 
dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan 
jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi hingga saat mi. RKPD Tahun 2024 
antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan 
menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD 
antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah 
Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 
dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, merupakan penjabaran dan visi, misi, 
arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 
(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. 

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam 
perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang dan dilaksanakan paling lambat 1 
(satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dengan kurun waktu RPJPD 
sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Sistematika rancangan awal RPJPD antara lain 
Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan lsu Strategis 
Daerah, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, dan 
Penutup. 

DASAR PELAKSANAAN 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 



Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Repu bilk Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana teiah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cars 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 
sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 
Barat; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 202 1-2026 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentarig Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207); 

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas 
dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi; 

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40). 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 

DPA!A.1/5.01 .0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya 
integrasi, sinkronisasi dan sinergi balk antar daerah, antar ruang, antar waktu, 
antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan 
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasarl, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya 
penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

2. Menggambarkan bagaimana sesungguhnya kondisi nil masyarakat suatu daerah 
yang tidak hanya bertindak sebagai subjek pembangunan sekaligus yang terkena 
dampak dan kebijakan pembangunan yang disusun tersebut. 

IV. URAIAN SUBSTANSI 

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan bentuk: 

1. Administrasi awal pelaksanaan kegiatan (penyusunan P0, KAK, 5K dli,) 

2. Rapat Persiapan Awal 

3. Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2024 

4. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 

5. Musrenbang RKPD Tahun 2024 

6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 

7. Penyampaian dan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 ke Kemendagri 

8. Penetapan Perkada RKPD Tahun 2024 

9. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 

10. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 

11. Pelaksanaan Evaluasi RPJPD 2005-2025 

12. Persiapan Penyusunan RPJPD 2025-2045 

13. Rancangan Awai RPJPD 2025-2045 



Diketahui Oleh 
KUASAP NGG3AA 'GARAN 

lr.Kuarni I -ti Putri, M.Si  
PembinaTk.l NIP.19691113 1993032002 Pembina NIP. 19820121 2000121 001 

Disusun OIeh 
PPTK 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 

14. Konsutasi Publikterhadap Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 

15. enyempurnaan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 

16. Pengajuan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 kepada Menteri untuk 
dikonsultasikan 

V. HASIL 

Hasil yang diharapkan dan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tersedianya dokumen 
perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) 
dokumen, antara lain Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2024, Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Rancangan Awal RPJPD Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2025-2045. 

VI. WAKTU PELAKSANAAN 

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam rentang 

Januari - Desember 2023. 

VII. SUMBER PENDANAAN 

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp. 507.602.000 dan 
berasal sepenuhnya dan APBD Provinsi Sumatera Barat. 

VIII. ORGANISASI PELAKSANA 

Pelaksana untuk Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. 

IX. PENUTUP 

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ni di susun, sebagal 
pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil 
kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal 

Padang, Januari 2023 



PETUNJUK OPERASIONAL 

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 

SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2023 



I. DATA—DATA 

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Urusan Pemerintahan : Fungs Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan 

Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Nama Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 

Nama Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Lokasi Kegiatan Kota Padang 

PENGGUNA ANGGARAN 

Nama : Medi lswandi, 51, MM 

Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Alamat : JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nama Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si 

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Alamat Ji. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

Name 
Jabatan 

Alamat 

BENDAHARA 

Nama 

Ala mat  

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

Defridawati 
JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 
Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP 

Alamat : JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

Tanggal Penerbitan DPA 6 Januari 2023 

Nomor DPA DPA/A.1/5.01 .0.00.0.00.01 .0000/001/2023 

Jumlah Dana Sub Keg Rp. 507.602.000,- 



II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGANAN SPM 

Medi Iswandi,ST,MM  

NIP.19750502 199903 1004 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGAN SPM LS/TU 

Ir.Kuartini Deti Putri,M.Si  

NIP.19691113 1993032 002 

        

PEJABAT PELAKSANA TEKNTS 
KEGIATAN 

     

PEJABAT PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN 

 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
NIP. 19820121 200012 1 001 

     

Hera Kurniawati,SE,Ak 
NIP. 19760704 200604 2 004 

 

      

        

SEKRETARIAT PELAKSANA 

1. Fungsional Perencana Iingkup 
Bidang P2EPD 

2. Pelaksana Iingkup Bidang 
P2EPD 

3. TenagalT 

     

"V 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Defridawati 
NIP. 1961205 199203 2001 

 

       

     

BENDAI-IARA PENGELUARAN 
PEMBANTU 

 

       

     

Mita Mulyanda Putri,S.STP 
NIP. 19970729 202008 2 001 

 

        

        



III. URAIAN KEGIATAN 

Rinoan Belanja Sub Kegatan 

RincLm Perhitungan 
JumI Kode Rekeniog Uraian 

Koefisien Satuan Harga PPN 

5 BELANJA DAERAH Rp. 507.602,000 

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 507.602.000 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 507.602.000 

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 252.458.000 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Hab Rp. 252.458.000 

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.370000 

L#1 

Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 
Rp. 3.370.000 

(-1 

Bahan Bakar Mnyak 
Speflkai: pertamax 

3370000 L tahun 1 0 Rp. 3.370.000 

5.1.02.01.01.0024 Belanja ALatJBahan untuk Kegabn Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.307.900 

[-3 RKPD 2024 

binder dip 
Spesifikazi : no. 200 

7 Kotak Kotak 12700 0 Rp. 88.900 

bInder dip 9Kk Kotak 4.800 C) Rp.43.200 

Speiflkai 111 

binder dip 
spezrnkasl: 107 

9Kotak Kotak 3.100 0 Rp27.900 

Li 
Spe.Ef1kai:44006 

6 Kk 
Kotak 
Bear 

82.100 0 Rp. 492.600 

• [-3RKPDPenthahan 2023 

binder dip 
Spekfikai 111 

6 Kotak Kotak 4.800 0 Rp. 28.800 

binder dip 
Spei1(kai: no. 200 

6 Kck Kotak 12.700 0 Rp. 76200 

binder dp 
Speifikasi: 107 

7Kotak Kotak 3.100 0 Rp.21.700 

itaples 
Spefikazi : teal 

10 kOtak Kotak 3.000 0 Rp. 30.000 

[-3 RPJPD 2026-2046 

binder dip 
Speiflka: no. 200 

7 Kotak Kotak 12.700 0 Rp. 88-900 

binder dip 
Spezifikazi: 107 

9 KOak Kotak 3.100 0 Rp. 27.900 

binder dip 
Speiflkasi: 111 

8 Kotak Kotak 4.800 0 Rp. 38A00 

i staple 
5pethkasi: kecil 

5 Kotak Kotak 3.000 0 Rp. 15.000 

li Stape 
peifikasi :44006 

4 Kotak 
Kotak 
Bear 82.100 0 Rp. 328.400 



Kode Rekening Jumlah Uaian 
Ktfici'n catun I4Mn PPN 

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alai/8ahan taituk Kegiat Kantoc- Kertas dan Co Rp. 580.000 

[4] Kertas 
Sumber Dana : PUIDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

580000 

Kertas -vs 
pesrfkas 70gr 

0Rm Rim 58000 C Rp.5&.000 

5.102.01.010026 BeLanja Alat/Bahan tsitt* Kegiatan Kai*o- Bahan Cetak Rp. 107.569.500 

[4] 
Sunt,er Dana: PUIDAPATAN ASh DABAH (pJ)) 

Rp. 107.569500 

[-J RKPD 2024 

Perçandaan Dckurrer 
çsrFkasi: - m 

222L58 Lembar Lernbar 250 0 p. 55.6 14.S'Ce 

[-] RKPD Perubahan 2023 

Pengganaan Dokumen 
Spsifkasi am 

T7820 Lembar Lernbar 250 0 .44.4SS00O 

[.] pj'Jpt) 2026-2046 

2eng3nd3an Dokurren 
Spesifkasi: -tam Pth 

3X00 Lembar Lembar 250 0 p 7.5G3.X 

5.1.02.01.010029 Behania AlatfBahan wituk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 11.530.600 

I-] RKPD 2024 

ttha printer 
Spesrfkasi: 103 ml. ngenta 

3 'Jn Unit 50503 0 Rp 15.5C0 

tirr.apnnter 4Unt Unit 50503 0 Rp.202.00 

100 ml mliO0phcoll black 

tinta printer 
Spesfkasi:7Orrll&X)-lightcjan 

4Un Unit 65700' 0 R 262.G 

tirr.a printer 
5pesifkas1: 103mlml1Chek 

3LJn: Unit 53703 0 Rp. 19.iC0 

toner 
Spesifkas : 85a 

B..ah 1 254 000 0 R 5.016.000 

[-] RKPD Perubahan 2023 

tinta printer 
Spfkasi:100niitr403çhc01]-black 

..Un Unt 50503 0 Rp.101.000 

tinta printer 
Spesiffkasi 100 ml ml1CChek 

2 Un - Unit 63703 0 Rp. 1274C0 

ttnta printer 
Eç.esifkasi:70rrfl830-lightcyan 

2Un' Unit 65703 0 Rp.13..tC0 

tinta printer 
Spesifka: 100rnl-magenta 

Unit 50500 0 Rp. 10.0CG 

Spesifkasi 85a 
3iab Bah 1 254003 0 R.c 2.505.030 

[-1 RPJPD 2026-2046 

tinta printer 
5pesifkas10Jml-rnagenta 

Unit Unit 50S03 0 50500 

tina printer 
5pesifkasi :70 ml - light cyan 

. Unt Unit 65700 0 Rp 55.00 

tinta printer 
Spesifkas10Dmlml1Chek 

Unit Unit 63703 0 R 63.700 

tirlta printer 
Spefkas:l03ml:rr'03phc01]-black 

.Un Unit 50500 0 Rp.S0.500 

toner 
Spesifkasi85a 

23uah Bah 1254003 0 R.p 2.5015.000 



KodeReknq U.aan 
- 

Jumbh 
Sefssen I Sauan I u I PPN 

5.1.02.01.01.0052 8 Ma jn Miji.w Rpai Rp 128.100.000 

[-1 RJCPO 2024 

Kr 
200Kok 44000 0 R5.800000 

Spesas:KuCapan C <C2k Kal
/ 1700) 0 RP 20.400.000 

HRKPDP 

Kcn :rKan  40) tak 17.000 0 p. 6800.000 

400 Kok 44.00) 0 Rp. 17.600.000 

(.J RPJFD 2026-2046 

500 Cra / Kali 17.000 0 R.p. 8.500.000 

Kor a soo o / .1400) 0 Rp. 22.000000 

5.1.02.02 Belania Jaaa Rp. 101.894.000 

5.1.02.02.01 Belaaa J Kanto Rp. 84394.000 

5.1.021Q01.0003 I4onoraritan Naiiz*e au Pithah. Modato Pawa Aca,a. dan Pafiba Rp. 9.000.000 

Jasa Modeatar 
Sçieif1kasi 

2Or,c •1 ang / 
Kegatan 0 ____ 

Jasa Nasumber/ Pan,baha 
5pesfka : aba £ebn H ke ba.aah / 4 Orang .. Jam am 000000 0 .p 3.600.000 
yanç dLetarakan 

Ja5a Nauiref/ PeibaJ,as 
S*ifkai: Pejabat Esse4on 11/ ya 
daraIan 

4 Orartg Jam a 
am 

1.000000 0 P.p. 4.000.000 

5.1.02.02.01.0011 Belaria Leiur Rp. 75394.000 

s: A.9WNt,n ASN 
Oran / Jam 31000 0 R. 9.300.000 

Uar IASN 200 Crang i Jam / 2500) 0 Rp 5.000.000 

500 Crang / Jam 20.000 0 Rp. 10.000.000 

UangLernbur 
/ 

/ 17 0 0 . 3.400.000 

[-J RICPI) Pubelian 2023 

Uang ernbur b9I egaea 
G*ongan IV 

270 Orang I Jam 
Jam 

2.5000 0 .p 6.750.000 

L-J RPJPD 2026-2046 

Ma 
250 Orang / Jam 3100) 0 p 7.750.000 

Uang Lemburbagi 100 Crang I Jam Jam 
25000 0 

Spesrkasi - Gdongxi IV 

100 Crang /Jam ?
/ 17000 0 Rp .7CX).000 

Uair 250 Orang I Jam 2000) 0 p 5.000.000 

[#J Sun
na PRlIiMTAN *51.1 DAH*H () 

R. 23.994.000 

[-I RO an 2023 

32.4 Crarç / Jam 
Cran. 31000 0 Rp. 10L04.&000 

IJarr 150 C)cang I Jam / 1700) 0 Rp 2.550.000 

uaamb 570 0raç / Jam 20.00) 0 Rp. 11.$00J) 



kodeRekening Uraian 
Rincian Perhitungan 

iurnlah 
Koefisien Satuan Harga PPN 

5.102.02.05 Baia Se Gedung dan Bangunan Rp. 11500.000 

5.1.02.0205.0009 BeLaria Se Bangunan Gedung Tempat Paiemuar Rp. 17.500.000 

Sunther Dana: PBPATAN ASU DAHAH (PAD) 
17.500.000 

[.) 

Sewa GduncciTenipat 
SesFkai:AuIa5e.arr.anaBungHatta 

., -3r; Ha - - 00.00 0 Rp. 

51020i BeIana Perjalanan Dinas Rp. 153.250.000 

5.1.02.04.01 8e4aria PjaIanan Dinas Dalarn Negeri Rp. 153250.000 

51.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 153250.000 

rtnapan ..ar Daerah EIam Proin 
Suntar 

Sçeifkazi: ejaba Eselon If C'clongark '/ 
30 Orang / Hav 

0 H ang, 50000 0 Rp. 5C)I)X 

Pençinapan eathn ..uar [aerah )alam 
Suniar 

Spesifka : engnapan G:at Eelcn 
FV/C'otftf U 

75 Han 
/ 

Han 650000 0 45 C)3C) 

Ua r n 200 Crang I Han 
" 380003 0 Rp 78.000XO 

Grand TI: Rp. 507.602.000 

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA 

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 507.602.000 

Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang 

disusun dan ditetapkan 

3 Dokunien 

Hash Jumlah Dokumen perencanaan 

dan pendanaan pembangunan 

daerah yangditetapkan dengan 

peratu ran 

3 dokumen 

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN 

Mempedomani Peraturan gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan, tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan antara lain: 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas: 

1) menyusun RKA-SKPD; 

2) menyusun DPA-SKPD; 



3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 

4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
5) melakukan pengujian atas taghan dan memerintahkan pembayaran; 
6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pthak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
8) menandatangani SPM; 
9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 
10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 
11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
13)menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan 
14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas: 
1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja; 
2) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 
3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
5) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 
6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
7) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 
8) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan 
wewenang PA! KPA meliputi: 

1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub 
kegiatan SKPDIUnit SKPD; 
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 
c. melaporkan perkembangan petaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada 

PA!KPA. 
2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan 
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 

3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan 
SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang 
mengatur mengenai pengadaan barang!jasa. 



Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas dan wewenang: 
1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPPLS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk 
meneliti kelengkapan dan keabsahan. 

2) menyiapkan SPM; 
3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran; 
4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

5) menyusun laporan keuangan SKPD. 

Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, 

dan SPP LS; 
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
3) meaksanakan pembayaran dan UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 

4) menolak penintah bayar dan PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Bendahara Peng&uaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

1) mengajukan permntaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dan Bendahara Pengeluaran; 

3) menerima dan menyimpan TU dan BUD; 
4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 

5) menolak perintah bayar dan KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan 

aporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran 

secara periodik. 



VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

N Kegiatan 
Pelaksanaan 

Jan Feb Mar Apr Mel Jun Jul Agus Sept Ot Nov Des 
123412 341234123412341234123412341234123412341234 

1 PenytEuran PO/KAK 
2 Rapat Persiapan Awal 

Penysunan Ranwal RKPD 
Tahun 2024 
Penyusunan Rancaran RXPD 
Tahun 2024 

5 Mi&enbangRKPDTahun2024 1111111 

HhIIIIIIIIIIIIIIHhIIIIIIII 6 
PenunanRancangan Akhir IllHHIH 

1IIIII1IIIII1I1III1IIuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111 10 

I!!E::: 
PenyisunanRancanganAr 

PeIaIanaan Evaluasi RPJPD 
2005-2025 

12 
Persiapan Penyusunan RPJPD 
2025-2045 

13 RancanganAwaRP3PD2025- 
nil 

14 
Konsuthsi Publik terhadap 
Rancarigan Awal RPJPI) 2025- 

15 
enyempurnaan Rancangan 
Awal RPJPD 2025-2045 

16 
Pengajuan Rancangan Awal 
RPJPD 2025-2045 kepada MenEri 
unluk donsulsIcan 



KUASA P GARAN 
k1iTh 0leh: 

Ir.Kuarti 

Rincian Rencana Aliran Kas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi: 

N*1AWTM:KPj Pdip* TOTk 
1.UNI TINWLNII T.UlIIl TRVWNF 

JAIl F IAR APRL El JNI U AS SEPT OKT NOV DES 
I 2 3 r1 '1 

5 
5 5 
51 '12 
5 I '2I 
5 I'12'Il'II 
51 
5 

5 

5 

s I 
512'tl'II 
O l 1'3FAra 

5 1'0l'TLnOi 

51 2'82'II 

51 'I2'I4 
S I 'iñi'ii 
5 

51'02'0I'O1 455245pUAIaii45nUnuTjaoR45J 

JJUAOAB1M 
MM9.A 

JAIJABNRNIGD11JASA 
BelaaBxang 
BiBxiiigMiHa 

Kr 

BaJmlr 

Pn0dUo45i* 

&45iPujD!s 
Be8at,Peij$rD*iitDWNegi1 

SITMOIN 
111.WD.* 
'5*1.11211*' 
251451* 
2514511W 

33TO 
l581 

545045 

107589545 

11.530181 

l2Bl45 

111181* 
84384.11* 
9 

Th394 

11111* 
115O3 

153151* 
113158111 
153,25018 

- 5311UN 1211111W ISHUN 121151111 111211311 5&4I1* 13111111 1111111 1111111 SIN NI 

53.41L511 12$.IN.NI 15111.1*1 121151111 111211DM S&455.IN 133*111* N.NI.IW 11*811 5111*11 

. 53411311 '128111111' 15*111 '121758.1W n11121&IN  514518W I33NIW 1111.881 I.INN*' 5,ffl 

. 23.4111W 58111811 ISIMNI 28111.1*1 1828151* 51458.11* 131W III 8*11* 111111* 5.111.181 
33411511 16.1*181* 11.111114 2131*11* 16181.511 5(45811* 13381111 1*8W 1311116 1.11111* 

IO1* - lO11 I310058 
1217w - - 

68O 

55.614545 4(455450 1545045 

11.530045 

20.45O 15111.045 12045.450 25. 0.451045 lO.O45 611 60OO 6I00 5045 

. 2811111* 5*11111* . 2751*11* 24381DM 
- 281*111* 2t1W111 2811*11* 21.354111 - 

- 9045.045 

20.450450 2018045 2O11 55284045 

SHuNS . 7.51*111 
7545 

11111211 13258111 

. - 11111* . 731518W . . 
45450045 7335O 

1WUHBB.AIUAL445U45 581.111111 5141(51* 128111 55*1*8 12(75(81* 551.32(511 5(455110 13110.1W 1.111.511 1111.11* 5118.110 

VII. PELAPORAN 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna 
Anggaran: 
1. Setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan 
2. Tahunan dalam bentuk Laporan Tahunan 

VIII. PENUTUP 
Demikian Petunjuk Operasional (P0) mi dibuat sebagai petunjuk operasional dalam 
pelaksanaan teknis sub kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Apabila 
terdapat perubahan dan pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Padang, Januari 2023 

Disusun 0leh: 

Yudha Prima, S.STP, M.Si  
PembinaTk.I NIP.19691113 1993032002 Pembina NIP. 19820121 200012 1 001 



KERANGKA ACUAN KEGIATAN 
(KAK) 

KEGIATAN 

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN 

DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SUB KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PADANG, JANUARI 2023 



ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH 

I. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah mempunyai salah satu tugas pokok antara lain yakni: 

1. Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah. 

2. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk 

perencanaan pembangunan daerah. 

3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas 

Bidang. 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 

Sumatera Barat. 

5. Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan 

informasi pembangunan daerah. 

7. Mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran di daerah. 

8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 

pelaksanaan rencana pembanguman daerah serta hasil rencana pembangunan daerah. 

9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap reneana 

pembangunan daerah. 

10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi 

perencanaan pembangunan. 

11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah. 

12. Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan 

daerah. 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda. 

Secara khusus Kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah memiliki tugas: 

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan 

pembangunari daerah. 



2. Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah. 

3. Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya 

sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah. 

4. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan dalam 

penyusunan dokumen perencanaan. 

5. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi. 

6. Melakukan pengarnanan data hasil pembangunan daerah. 

7. Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

8. Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah. 

9. Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda. 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidan 

Beberapa regulasi yang mendasari Kegiatan Analisis Data dan Informasi 

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah Pasal 31 yang berbunyi perencanaan pembangunan didasarkan 

pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan 

2. Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

berbunyi bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan 

informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka daerah 

dituntut untuk melakukan pembaharuan sistem ketersedian data dan informasi secara 

terpadu yang dapat diakses melalui media informatika dan elektronika. 

3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi 

Pemerintah Daerah yang terdiri dan Informasi pembangunan daerah dan informasi 

keuangan daerah, yang dikelola dalam suatu sistim informasi pemerintah daerah; 

4. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 

39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. 

Pada Pasal 18 Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat 

Provinsi dan penyelenggara satu data tingkat kabupaten! kota dan pasal 19 Perpres 

Nomor 39 tahun 2019 bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah 



dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata 

pendukung dan Produsen Data tingkat daerah 

H. DASAR PELAKSANAAN 

1, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 98 Tahun 2018 tentang Sistim Informasi 

Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 



14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-

2025 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2021 —2026; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 207); 

17. Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40). 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud yang akan dicapai terkait dengan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Tersedianya Koordinasi Data Statistik yang 

Strategis, sinkron dan terintegrasi. 

Tujuan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu 

1. ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan 

rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pengendalian pembangunan 

2. Terinformasikannya Data-data Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

IV. URAIAN SUBTANSI 

Uraian substansi Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah adalah rapat penentuan prioritas data, verifikasi dan validasi data dengan 

OPD serta koordinasi dan sinkronisasi data sebagai koordinator data tingkat provinsi dengan 

Pembina data, Walidata Data dan Bappenas 



etahui 

ggaran' 

V. HASIL 

1. Tersedianya definisi operasional dan metode perhitungan data Indikator Kinerja 

Utama, Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub 

kegiatan 

2. Konsistensi data dan informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan 

VI. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada Bulan Januari s.d Desember 2023 

VII. SUMBER PEMBIAYAAN 

Dana Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebesar Rp. 126.378.500,-( Seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima 

ratus Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 

VIII. ORGANISASI PELAKSANA 

Kegiatan mi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bidang 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sub Kegiatan Analisi Data dan 

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

IX. PENUTUP 

Demikianlah Kerangka Acuan kerja dan Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah mi di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam 

pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan 

optimal. 

Ir. Kuartin i Putri,MSi 

Padang, Januari 2023 

Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan 

Yudha Prima,SSTP.M.Si 



PETUNJUK OPERASIONAL 

(P0) 

KEGIATAN 

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN 

DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SUB KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PADANG, JANUARI 2023 



ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH 

I. DATA—DATA 

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan 

Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Nama Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Nama Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Lokasi Kegiatan Kota Padang 

PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH 

MEMBAYAR 

Nama Medi Iswandi,ST.MM 

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Alamat : II. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH 

MEMBAYAR LS/TU 

Nama : Jr. Kuartini Deti Putri,MSi 

Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Alamat : JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
Nama 

Jabatan 

Alamat 

Yudha Prima,S,STP.MSi 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Nama : Defridawati 

Alamat : JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 



ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

I. DATA—DATA 
Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

Nama Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Nama Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

Lokasi Kegiatan Kota Padang 

PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH 

MEMBAYAR 
Nama : Medi Iswandi,ST.MM 

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat 

Alarnat Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH 

MEMBAYAR LS/TU 
Nama : Ir. Kuartini Deti Putri,MSi 

Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Alamat : JI. Khatib Sulaiman Nomor I Padang 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
Nama : Yudha Prima,S.STP.M.Si 

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Alamat Ji. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Nama : Defridawati 

Alamat : Ji. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 



BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU: 

Nama 

Ala mat 

Mita Mulyanda Putri,SSTP 

ii. Khatib Sulaiman No. 1 Padang 

Tanggal Penerbitan DPA : 06 Januari 2023 

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.010000/001/2023 

Jumlah Anggaran Sub Keg : Rp. 126.378,500,- 

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN 

KLJASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGANAN SPM 

Medi IswandLST,MM  

NIP.19750502 199903 1 004 

V 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 

PENANDATANGAN SPM LS/TU 

lr.Kuartini Defl Putri,M.Si  

NIP.19691113 199303 2 002 

PEJABAT PELAKSANATEKNIS 
KEG IATAN 

Vudha Prima,SSTP,Msi 

NIP.19820121 200012 1 001 

SEKRETARIAT PELAKSANA 

Fungsional Perencana / 

Fungsionat Umum 

PEJABAT PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN 

Hera Kurriiawati,SE,Ak 

N1P19760704 200604 2 004 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Defridawati 

NIP.1961205 199203 2 001 

V 
BENDAHARA PENGELUARAN 

PEMBANTU 

Mita Mulyanda Putri,S.STP 

NU'.19970729 202008 2001 



IlL URAIAN KEGIATAN 

Kode Rekening Uraian 

Rincian Perhitungan 

Jumlah 
Koefisien Satuan Harga PPN 

5 BELANJA DAERAH Rp. 126.378.500 

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 126.378.500 

5.1.02 Belanja BarangdanJasa Rp. 126.378.500 

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 41.278.500 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 41.278.500 

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 464.000 

(U) Belanja alattulis kantor 
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp,464.000 

(-I 

Kertas Hvs 
Spesifikasi : f4 70 gr 

8 Rim Rim 58.000 0 Rp.464.000 

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 858.500 

[U) 
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 175.000 

[-1 

jilid 
Spesifikasi : hard cover full colour 

5 Buah Eksemplar 35.000 0 Rp. 175.000 

[U) Honorarium pelaksanaan kegiatan 

Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp 683 500 

1-) 
Penggandaan Dokumen Spesifikasi Hitam Putih 2734 Lembar Lembar 250 0 Rp. 683.500 

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.508000 

(U] Belanja alat /bahan komputer 
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 2.508.000 

(-1 
Toner Spesifikasi 85a 2 Bush Buah 1.254.000 0 Rp. 2.508.000 

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 37.448.000 

[U] Belanja makan minum 
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 26.840.000 

(-1 
Konsumsi Rapat BiasaSpesifikasi : Makan 610 Orang Orang /Kali 44.000 0 Rp. 26.840.000 

[U) Belanja makan minum rapat 

Sumber Dana Dana Transfer Ijmum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 10.608.000 

1-] 
Konsumsi Rapat Biasa 

Spesifikasi: Kudapan 

624 Orang Orang /Kali 17.000 0 Rp. 10.608.000 

5.1.02.02 Belanje Jasa Rp. 85.100.000 

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 85.100.000 

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitla Rp. 14.400.000 



Kode Rekening IJraian 

Rincian Perhitungan 

Jumlah 
Koefisien Satuan Harga PPN 

[#] Honorarium moderator 
Sumber Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 2.800.000 

(-1 
Jasa Moderator 

Spesifikasi : Non Profesional 

1 Orang x 2 

Kali x 2 
Kegiatan 

Orang / 

Kegiatan 

700.000 0 Rp. 2.800.000 

[#1 Honorarium narasumber 
Sumber Dana Dana Transfer limum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 10.800.000 

Jasa Narasumber/ Pembahas 

Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang 

disetarakan 

3 Orang x 2 
Kali x 2 Jam 

Orang ham 

900.000 0 Rp. 10.800.000 

(#J Pembawa acara 
Sumber Dana DanaTransfertimum-DanaAlokasi Umum 

Rp, 800.000 

Jasa Pembawa Acara 

Spesifikasi: Non Profesional 

I Orang x 2 
Kali 

Orang / 

Kegiatan 

400.000 Rp. 800.000 

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 70.700.000 

tUJ Honorarium pelaksanaan kegiatan 

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 10.700.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah 

Spesifikasi: Pengarah 

1 Orang x 2 
Kali 

Orang / 

Bulan 1.500.000 

Rp. 3.000.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkanoleh 

Kepala Daerah 

Spesifikasi Penanggungiawab 

1 Orang x 2 
Kali 

Orang / 
Bulan 1.250.000 0 

Rp. 2.500.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkanoleh 

Kepala Daerah 
Spesifikasi: Wakil Ketua 

1 Orang x 2 
Kali 

Orang / 

Bulan 

850.000 Rp. 1.700.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkanoleh 

Kepala Daerah 
Spesifikasi: Ketua 

1 Orang x 2 
Kali 

Orang / 
Bulan 

1.000.000 Rp. 2.000.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatanyangditetapkanoleh 

Kepala Daerah 
Spesifikasi : Sekretaris 

I Orang x 2 
Kali 

Orang! 

8ulan 

750.000 Rp. 1.500.000 

[#) Honorarium pelaksana kegiatan untuk anggota 

Sumber Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

Rp. 60.000.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkanoleh 

Kepala Daerah 
Spesifikasi : Anggota 

40 Orang x 2 
Kali 

Orang / 

Bulan 

750.000 Rp. 60.000.000 

Grand Total Rp. 126.378.500 



IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA 

Masukan Dana yang tersedia Rp.126.378.500 

Keluaran -Jumlah dokumen analisas 

data dan Informasi 

perencanaan pembangunan 

daerah 

-Jumlah dokumen hasil 

analisis data untuk 

penyusunan kebijakan 

perencanaan pembangunan 

daerah (semua perencanaan 

pembangunan daerah) 

1 dokumen 

0 dokumen 

Hasil Jumlah dokumen data dan 

informasi pemerintahan 

daerah 

4 dokumen 

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN 
(PPTK), antara lain: 

1. Pengguna Anggaran (PA)  

a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

b. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan 
pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala 
daerah melalui sekretaris daerah. 

d) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 
1) menyusun RKA-SKPD 

2) menyusun DPA-SKPD 

3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja danlatau pengeluaran pembiayaan 
4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya 

5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 



6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah 

7) mengadakan ikatanlperjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 
anggaran yang telah ditetapkan 

8) menandatangani SPM 

9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 
yang dipimpinnya 

10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya 

11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya 

12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD 

13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipirnpinnya dalarn rangka 
pengelolaan keuangan daerah; dan 

14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  

a) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD 

c) KPA yang ditunjuk adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA memiliki 

kemampuan manajerial dan berintegritas. 

d) Dalam melaksanakan tugas, maka KPA bertanggung jawab kepada PA. 

e) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak 
sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

f) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh 
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat 
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian 

tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 

h) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala 

SKPD melalui BUD. 

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

1. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada 
SKPDIUnit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PAIKPA 



3. PPTK yang ditunjuk adalah pejabat struktural dibawah PAIKPA 

4. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA! KPA meliputi: 

1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis 

Kegiatan/sub kegiatan SKPDfUnit SKPD 

2) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan 

3) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan KegiatanlSub kegiatan; dan 

4) melaporkan perkembangan pelaksanaan KegiatanlSub kegiatan kepada 

PAIKPA. 

5) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

6) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

7) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan 

8) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 

9) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada KegiatanlSub kegiatan 

SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 

10) Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA. 

11) Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada 

KPA. 

12) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan 

oleh PPTK. 



VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 

No Kegiatan Pelaksanaan 

)an Feb Mar Apr Mei )un )ul Agus Sept Okt Nov Des 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 234 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusuna 
n PO/KAK 

2 Rapat 
Persiapan 

 Awal 
3 Penyusuna 

n SK Tim 

4 Verifikasi 
Data IKU, 
IKD dan 
Indikator 
Kinerja 

5 
 Prpgram 

Rapat 
koodinasi 

6 Koordinasi 
dengan 
Sekretariat 
data pusat 



VII. PELAPORAN 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan 

kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran setiap: 

1. Laporan Bulanan 

2. Laporan Tahunan 

VIII. PENUTUP 
Demikian Petunjuk Operasional (P0) mi dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan 

teknis sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Tahun Anggaran 2023, Apabi1a terdapat 

perubahan dan pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Diketahui Oleh Padang, Januari 2023 

Kuasa ' - - g a .. ggaran 
Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan 

Ir. Kuartini eti Putri,M.Si Yudha Prima,SSTP,M.Si 
Pembina Tk.I Pembina 

NIP. 19691113 1993032002 NIP.198201212000121001 



SUM ATERA BARAT 

jiiJ 

KAK 
(KERANGKA ACUAN KERJA) 

KEGIATAN 

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI 
PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABU PATENt KOTA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVNSI SUMATERA BARAT 



KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEG PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN 

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

I. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah mempunyai salah satu tugas pokok antara lain yakni 

1. Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah. 

2. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk 

perencanaan pembangunan daerah. 

3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas 

Bidang. 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 

Sumatera Barat. 

5. Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan 

informasi pembangunan daerah. 

7. Mengkoordinasikafl dan mengsinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran di daerah. 

8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 

pelaksanaan rencana pembanguman daerah serta hasil rencana pembangunan 

daerah. 

9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana 

pembangunan daerah. 

10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan 

informasi perencanaan pembangunan. 

11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah. 

12. Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program 

pembangunan daerah. 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda. 

Secara khusus Kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

memiliki tugas 

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan 

pembangunan daerah. 

2. Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah, 



3. Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya 

sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah. 

4. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan 

dalam penyusunan dokumen perencanaan. 

5. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi. 

6. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah. 

7. Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

8. Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah. 

9. Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda. 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahuri 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah Pasal 31 yang berbunyi perencanan pembangunan didasarkan pada 

data dan informasi yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan, serta Pasal 274 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa 

perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka daerah dituntut untuk melakukan 

pembaharuan sistem ketersedian data dan informasi secara terpadu yang dapat diakses 

melalui media informatika dan elektronika. 

Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden 

No. 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Pada 

Pasal 18 Perpres Nomor 39 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 

tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/ kota 

dan pasal 19 Perpres Nomor 39 tahun 2018 bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia 

tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembiria Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, 

Walidata pendukung dan Produsen Data tingkat daerah 

Beberapa regulasi yang mendasari Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pembangunan 

Daerah adalah sebagai berikut 

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah Pasal 31 yang berbunyi perencanaan pembangunan 

didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan 

2. Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang berbunyi bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan 

informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka daerah 



dituntut untuk melakukan pembaharuan sistem ketersedian data dan informasi 

secara terpadu yang dapat diakses melalul media informatika dan elektronika. 

3. bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi 

Pemerintah Daerah yang terdiri dan Informasi pembangunan daerah dan informasi 

keuangan daerah, yang dikelola dalam suatu sistim inforrnasi pemerintah daerah; 

4. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden 

No. 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai 

dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di 

Indonesia. Pada Pasal 18 Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia tingkat Provinsi dan penyelenggara satu data tingkat kabupaten/ kota dan 

pasal 19 Perpres Nomor 39 tahun 2019 bahwa penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata 

tingkat daerah, Walidata pendukung dan Produsen Data tingkat daerah 

IL DASAR PELAKSANAAN 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

teah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 

8, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi P&aksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 98 Tahun 2018 tentang Sistim Informasi 

Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2021 — 2026; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 207); 

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40). 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud yang ingin dicapai terkait dengan Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data 

dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota adalah Adanya Koordinasi Data Statistik yang Strategis, sinkron dan 

terintegrasi. 

Tujuan Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Kabupaten / kota antara lain 

1. Memberikan acuan p&aksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan hrstansi 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. 

2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi 

Pusat dan Instansi Daerah sebagal dasar perencanaan, pelaksariaan, evaluasi, dan 

pengendalian pembangunan; 



Diketahul Oleh 
GARAN 

S.- 

KUASA PE 

IV. URAIAN SUBSTANSI 

Ruang Iingkup Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat penentuan 

prioritas data, verifikasi dan validasi data dengan OPD serta koordinasi dan sinkronisasi data 

sebagai koordinator data tingkat provinsi dengan Pembina data, Walidata Data dan Bappenas. 

V. HASIL 

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Laporan hasil pembinaan dan 

Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. 

VI. WAKTU PELAKSANAAN 

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Kabupaten /kota dilaksanakan selama satu tahun 

anggaran, dimulal dan bulan Januari s/d Desember 2023. 

VII. SUMBER PEN DANAAN 

Dana Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 108.273.000 (seratus 

delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ) dengan sumber pendanaan berasal dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. 

VIII. ORGANISASI PELAKSANA 

Kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat sub koordinator bidang data dan informasi. 

IX. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan mi dibuat untuk menjadi acuan 

bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas Meningkatkan 

kualitas perencanaan berdasarkan data yang mutakhir dan akurat. 

Padang, Januari 2023 

Disusun Oleh 

PEJABAT PELAKSANIA TEKNIS KEGIATAN 

.Kuartin eti 'utri, M.Si Yudha Prima, S.STP, M.Si 

Pembina Tk.I Pembina 

NIP.19691113 199303 2 002 NIP. 19820121 200012 1 011 



P0 
(PETUNJUK OPERASIONAL) 

KEGIATAN 

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI 
PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABU PATE NI KOTA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 



PETUNJUK OPERASIONAL 

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI 
PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABU PATE NI KOTA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DATA-DATA 

Nama SKPD 

Urusan Pemerintahan 

Program 

Bappeda Propinsi Sumatera Barat 

Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

Nama Kegiatan : Sumatera Barat 

Nama Sub Kegiatan : analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang 
perencanaan pembangunan daerah 

Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi 

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Lokasi Kegiatan 19 kabupaten / kota se Sumatera Barat 

Pengguna Anggaran 

Nama Medi Iswandi, SI, MM 

Jabatan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat 

Alamat Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang 

Kuasa Pengguna Anggaran/Penandataflgaflafl Surat Perintah Membayar LS/TU 

Nama : !r.Kuartini Deti Putri,M.Si 

Jabatan Sekretaris l3appeda Provinsi Sumatera Barat 

Alamat : Jalan Kathib Sulaiman No. 1 Padang 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Nama Yudha Prima, S.STP, M.Si 

Jabatan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Alamat Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang 

Bendahara 

Nama Defridawati 

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang 

langgal Penerbitan DPA 

Jumlah Dana : Rp. 108.273.000,- 



V 
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 

KEG IATAN 

I 
Yudha PrimaSSTP,Msi 

NIP19820121 200012 1 001 

BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU 

Mita Mulyanda Putri,S.STP 

NIP.19970729 202008 2 001 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANOATANGANAN SPM 

Medi tswandLSTMM  

NIP.19750502 199903 1 004 

V  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 

PENANDATANGAN 5PM LS/TU 

Ir.Kuartini Deti Putri,MSi  

NIP.19691113 199303 2 002 

SEKRETARIAT PELAKSANA 

Fungsionat Perencana / 

Fungsional Umum 

PEJABAT PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN 

Hera Kurniawat,SE,Ak 

N1P19760704 200604 2 004 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Defridawati 

NP,1961205 199203 2 001 

II. Struktur Organisasi Kegiatan 

Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ni adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat dengan struktur organisasi kegiatan 

sebagai berikut 



IlL URAIAN KEGIATAN 

Kode Rekening Uralan 
Rincian Perhitungan 

Jumlah 

Koefisien Satuan Harga PPN 

S BELANJA DAERAH Rp. 108.273.000 

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 108.273.000 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 108.273.000 

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 40.323.000 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis Rp. 40.323.000 

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakardan Pelumas Rp. 7.820.000 

[#1 Belanja Bahan Bakar 

Sumber Dana PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 
Rp. 7.820.000 

(-1 

Bahan Baker Minyak 

Spesifikasi : pertamax 
7820000 Ls tahun 1 0 Rp. 7.820.000 

5 .1.02.01.0 1.0025 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 464.000 

[U] Belanja ATK 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
Rp. 464.000 

[-1 
Spesifikasi f4 70 gr 

5.1.02.01.01,0026 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 816.000 

[U] 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 
Rp. 350.000 

[-1 

jilid 

Spesifikasi hard cover full colour 
10 Eksemplar Eksemplar 35.000 0 Rp. 350.000 

[U] Belanja penggandaan 

Sumber Dana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
Rp. 466.000 

[-1 

Penggandaan Dokumen Spesifikasi Hitam Putih 
1864 Lembar Lembar 250 0 Rp. 466.000 

5 .1.02 .01.0 1.0029 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 3.773.000 

[U] Bahan pakai habis 

Sumber Dana: PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 
Rp. 3.773.000 

I-] 

toner 

Spesifikasi : 78a 
1 Buah Buah 1.265.000 0 Rp. 1.265.000 

toner 

Spesifikasi 85a 
2 Buah Buah 1.254.000 0 Rp. 2.508.000 

5.1.02.01.01.0052 
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 27.450.000 

[U] Makan minum rapat 

Sumber Dana: PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 
Rp. 27.450.000 

[-] 

Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi Kudapan 
450 Orang I Kali Orang /Kali 17.000 0 Rp. 7.650.000 



Kode Rekening 

Rincian Perhitungan 
Jumlah Uraian 

Koefisien Satuan Harga PPN 

Konsumsi Rapat BiasaSpesifikasi : Makan 
450 Orang / Kali Orang /KaIi 44.000 0 Rp. 19.800.000 

5.1.02.02 
Belanja Jasa Rp. 21.300.000 

5.1.02.02.01 
Belanja Jasa Kantor Rp. 21.300.000 

5.1.02.02.01.0003 
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 21.300.000 

[#1 Honorarium moderator 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 
Rp. 2.100.000 

1-1 

Jasa Moderator 

Spesifikasi Non Profesional 
1 Orang x 3 Kali Orang / 

Kegiatan 

700.000 0 Rp. 2.100.000 

(#] Honorarium Narasumber 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 
Rp. 18.000.000 

F-) 

Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat 

Esselon Il/yangdisetarakan 
3 Orang/Acarax 3 
Kali x 2 Jam 

Orang /Jam 

1.000.000 0 Rp. 18.000.000 

(#) Honorarium Pembawa acara 

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Rp. 1,200.000 

(-1 

Jasa Pembawa Acara 

Spesifikasi: Non Profesional 
3 Kali Orang / 

Kegiatan 

400.000 0 Rp. 1.200.000 

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 46.650.000 

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 46.650.000 

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjataflan Dinas Biasa Rp. 46.650.000 

[#1 Belarija perjalanan dines 

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Rp. 46.650.000 

I-I 

Penginapan Pejabat Eselon IV/GoI.11lSpesifikasi 

SUMATERA BARAT 
5 Kali x 5 Orang Orang /Hari 

650.000 0 Rp. 16.250.000 

Uang Harian Perjadin Dalam NegeriSpesifikasi: 

SUMATERA BARAT 
16 Orang x 5 Kali Orang /Hari 

380.000 0 Rp. 30.400.000 

Grand Total: Rp. 108.273.000 



IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KIN ERJA 

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 108.273.000,- 

Keluaran Laporan hasil pembinaan dan koordinasi 
pemanfaatan data dan informasi 
perericanaan pembangunan 
kabupaten/kota 

1 Dokumen 

Hasil 

Persentase pencapaian sasaran 
pembangunan sesuai dengan target dan 
waktu yang ditetapkan dalam dokumen 
RPJMD Provinsi 

87% 

V. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN 
(PPTK), antara lain: 

1. Pengguna Ancigaran (PA)  

a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

b. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan 

pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesual dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah 

melalul sekretaris daerah. 

d) Kepala SKPD selaku PA mempunyal tugas: 

1) menyusun RKA-SKPD 

2) menyusun DPA-SKPD 

3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan 

4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya 

5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 

6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah 

7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan 

8) menaridatangani SPM 



9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

di p1 m pin nya 

10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipinipinnya 

11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya 

12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD 

13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan 

14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Kuasa Penciciuna Anggaran (KPA)  

a) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD 

c) KPA yang ditunjuk adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA memiliki 

kemampuan manajerial dan berintegritas. 

d) Dalam melaksanakan tugas, maka KPA bertanggung jawab kepada PA. 

e) Dalam hat mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak 

sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

f) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh 

pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat 

komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g) Dalam hal KPA berhatangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambit alih pelimpahkan sebagian 

tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 

h) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala 

SKPD melalui BUD. 

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  

1.PA/KPA dalam metaksanakan Kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada 

SKPD/Unit SKPD setaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

2.PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA 

3.PPTK yang ditunjuk adalah pejabat struktural dibawah PA/KPA 

4.Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA! KPA meliputi: 

1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis 

Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD 

2) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan 



3) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

4) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA. 

5) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

6) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

7) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesual dengan persyaratan 

yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan 

8) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 

9) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan 

SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

mengatur mengenal pengadaan barang/jasa. 

10) Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA. 

11) Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA. 

12) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil a)ih mandat yang 

dilaksanakan oleh PPTK. 



VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 

0
2
  

Kegiatan PetaKsanaan 

3an Feb Mar Apr Mel 3un Jul Agus Sept Okt Nov Des 

12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyosunan 
PO/KA 1< 

2 Rapat 
Persiapan 

 Awal 
3 Penyusunan 

SK Tim 

4 Koordinasi 
denqan OPt) 
Proving dan 
Kab/kota 

S Rapat 
koodinasi 

Tahapan Pelaksanaan egiatan 



Kuasa 

Mengetahui 

nggaran 

VI. PELAPORAN 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan 

laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna 

Anggaran setiap 

1. Laporan Bulanan 

2. Laporan Tahunan 

VII. PENUTUP 

Demikian Petunjuk Operasional (P0) mi dibuat sebagai petunjuk operasional dalam 

pelaksanaan teknis sub kegiatan pembmnaan dan pemanfaatan data dan informasi 

pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota Tahun 

Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dan pelaksanaan sub kegiatan, maka akan 

disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Padang, Januari 2023 

Pejabat PeIaksanTeknis Kegiatan 

Ir. Kuartini 'eti Putri, M.Si Yudha Prima, S.STP, M.Si 



SUMATERA BARAT 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN 
(KAK) TAHUN 2023 

KEGIATAN 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

SUB KEGIATAN 

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Provinsi 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PADANG, JANUARI 2023 



Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Provinsi 

I. Latar Belakang 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalul urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesual 

dengan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

bertujuan untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) menjamin 

terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, 

antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber 

daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dan perencanaan pembangunan 

daerah. Pengendalian dan evaluasi adalah hal penting untuk mendorong dan menjamin 

keberhasilan dan konsistensi rencana pembangunan daerah. Sesual dengan Pasal 180 

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 

bertujuan untuk : (1) konsistensi antara kebijakan dengan pe!aksanaan dan hasil rencana 

pembangunan daerah, (2) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, 

serta (3) kesesualan antara capaian pembangunan daerah dengan indikator — indikator 

kinerja yang telah ditetapkan. 

Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

disebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan 

salah satunya untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan kebijakan dengan hasil 

dan pembangunan serta kesesualan antara capaian pembangunan daerah dengan indikator 

— indikator kinerja yang telah ditetapkan. 



Dalam rangka pencapalan tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut, telah dibagi 

tugas dan wewenang pengendalian dan evaluasi antara Menteri, Gubernur dan 

Bupati/Walikota. Sesual dengan Pasal 43 pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

ditugaskan bahwa Menteri melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan 

daerah antar provinsi, Gubernur, melakukan pengendalian terhadap perencanaan 

pembangunan daerah Iingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wi!ayah provinsi, dan 

Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah 

lingkup kabupaten/kota. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna terciptanya koordinasi dan konsistensi antara 

dalam perencanaan dengan realisasi pembangunan, dirasa perlu melakukan sub kegiatan 

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi. 

Perencanaan pembangunan terdiri dan empat tahapan yaitu penyusunan rencana, 

penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. 

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan 

membentuk suatu sikius perencanaan dengan utuh. 

IL Dasar Pelaksanaan 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nornor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207); 

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uralan Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi; 

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40). 

IlL Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

a. Terlaksananya fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan 

perencanaan pembangunan Daerah; 

b. Terlaksananya fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 

pembangunan Daerah; dan 

c. Terlaksananya fungsi evauasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. 

2. Tujuan 

a. Terlaksananya konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan 

dokumen penganggaran 

IV. Uraian Substansi 

Pe!aksanaan sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi dilaksanakan dalam bentuk 

1. Koordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 



gga ran 

2. Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

V. Hasil 

Jumlah Dokumen Hash Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi yaftu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi dan 

Evaluasi RKPD Provinsi Sumatera Barat 

VI. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan untuk sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi ada!ah dan Bulan Januari s/d Desember 2023. 

VII. Sumber Pendanaan 

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi adalah sebesar Rp. 207.176.000,- dan 

berasal sepenuhnya dan APBD Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian anggaran terlampir. 

VIII. Organisasi Pelaksana 

Pelaksana untuk sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi adalab Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

IX. Penutup 

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan 

dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi ni disusun, sebagai pedoman dan 

panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasH kinerja yang efisien, 

efektif, berdaya guna dan optimal. 

Padang, Januari 2023 

Diketahui oleh, 

Ir. Kuart Deti Putri, M.Si 
Pembina TK.I, 

NIP. 19691113 199303 2002 

Disusun oleh 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
Pembina, 

NIP. 19820121 200012 1001 



SUMATERA SARAT 

PETUNJUK OPERASIONAL 
(P0) TAHUN 2023 

KEG IATAN 

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

SUB KEGIATAN 

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Provinsi 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PADANG, JANUARI 2023 



PETUNJUK OPERASIONAL SUB KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI 

DATA — DATA 

Nama Perangkat Daerah 

Urusan Pemerintahan 

Program 

Nama Kegiatan 

Nama Sub Kegiatan 

Lokasi Kegiatan  

Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Fungsi Penunjang Perencanaan 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi 

Kota Padang 

PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Nama : Medi Iswandi, ST, MM 

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Alamat : 31. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

LS/TU 

Nama Jr. Kuartini Deti Putri, M.Si 

Jabatan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Alamat 31. Khatib Sufaiman Nomor 1 Padang 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
Nama Yudha Prima, S.STP, M.Si 

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Alamat ii. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Nama Defridawati 

Alamat ii. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

Nama Mita Mulyanda Putri, S.STP 

Alamat : ii. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

TANGGAL PEN ERBITAN DPA 06 Januari 2023 

NOMOR DPA : DPA/A.1/5.01.0.0O.0.O0.O1.0000/0O1/2023 

JUMLAH DANA SUB KEG : Rp. 207176000,- 



II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGANAN SPM 

Medi Iswandi, ST,MM  
NIP.19750502 199903 1 004 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGAN SPM LS/TU 

Ir.Kuartini Deti Putri, M.Si  
NIPS 19691113 199303 2 002 

/ 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 
KEGIATAN 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 

NIP. 19820121 200012 1001 

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

Hera Kurniawati,SE,Ak 

NIP.19760704 200604 2 004 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Defridawati 

NIP. 19661205 199203 2 001 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

Mita Mulyanda Putri,S.STP 

NIP.19970729 202008 2 001 

SEKRETARIAT PELAKSANA 

1. Akky Perdana, ST I 
NIP. 19740510 200901 1004 

2. Andradina, SE I 
NIP. 19730316 200701 2004 

3. Masril / 
NIP. 19700510 200701 1008 



IlL URAIAN KEGIATAN 

Kode Rekenung Urauan 
Rincian Perhitungan Jumlab 

Koefisien Satuan Harga Rip) 

5.1 BELANJAOPBRASI Rp207.176.000 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp20l.176.000 

5.1.02.01 Belanja Barang Rp56.644. 

5.1.02.01.01 BelanjaBarang Pakaillabis Rp56.644. 

5.1.02.01.O1.02O4 BeIanjaBahanBalsan Bakardan Pelumas Rp6.946.000 

(a] Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Perencanaan Snnsber Dana: PENOAPATAN ASU DAERAH (PAD) 

Bahan BakarMln5ak Spesiflkasi: pertamax 9946000 LsITahufl ji Rp9.946.000 

5.l.02.01.01.0025 BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp836500 

(8] 
Sumber Dana: PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 

Rp836.502 

[-1 

KertasHsa 
Spesifikasi f4 70 gr 

10 Rim Rim 58.000 0 Rp580.000 

Kertas HYS 
Spesifikasi a4 70 gr 

S Rim Rim 51.300 0 Rp256.500 

5.1.02.01.01.0326 Belanja Alat/Bahan u ntu 6 Kegiatan Kantor- Bah an Cetak Rp3.238.000 

(8] 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 

Rp5.238.500 

(1 
jilid 
Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih si 100 Lembar) 

30 Eksemplar Eksemptar 23.000 0 Rp690.000 

Pen9gandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Patlh 10194 Lembar Lembar 250 0 9p2.548.500 

5.1.02.01.01.0029 BelanjaAlat/Bahan untukKegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp6.023.000 

(8] 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 

Rp6.022.L8X 

(.] 
external! portable hardisk 
Spesifikasi : portable hard drioe 2tb (hdtb420ak3aa] bladu 

I Unit Unit 985.000 0 Rp985.000 

toner 
Spesifikasi : 78a 

2 Buah Buals 1.265.000 0 Rp2.530.000 

toner 
Spesifikasi : 85a 

2Baah Baah 1.254.000 0 Rp2.508.000 

5.1.02.01.01.0052 BelanjaMakanan dan Minuman Rapat Rp36.6003 

(8] 
Sum ber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAI-3 (PAD) 

Rp36.6000 

(.] 

Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan 600 Orang I (all Orang / Kali 17.000 0 RpIO.200.000 

Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan 600 Orang I KaLi Orang / Kali 44.000 0 Rp26.400.000 

5.1.02.02 Belanjajasa Rp48.53Z000 

5.1.02.02.01 selanjaJasa Kantor Rp31.032. 

5.1.02.02.01.0071 lielanjaLernbur Rp31.032. 

(8] 
Su mber Dana: PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 

Rp31.032.000 

Makan Lembur 
Spesifikasi : ASNIlbn SON 

168 Orang I Han Orang / Jam 31.000 0 P95.208.000 

Uang Lembur bagi Pegawai dON Spesifilcasi : Golongan II 7 Orang 016 Jam x 6 Kali oranR / Jam 17.000 0 P911.424.000 

Uang Lembur bagi Pegawai ASH Spesifikasi: Golongan Ill 5 Orang 016 Jam x 6 faLl 0ra09 / Jam 20.000 0 R99.600.000 

Liang Lembur bag) Pegawai SON Spesifikasi: Golongan LV 2 Orang 016 Jam xli Kali Orang / Jam 25.000 0 994.800.000 

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bang unan Rp 17. 500. 

5.1.02.02.05.9 BelanjaSewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp17.5 

(#3 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Perencanaan Surnber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp17.50O000 

Sewa Gedung/Kantor/Tempat 
Spesifikasi: Aula Besar Istana liung Hatta 

7 Han Han 2. 500.000 0 Rp17.500.000 

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rpl02.000 

5.1.02.04.01 BelanjaPeujalanan Dinas Dalam Negeri Rpl02.000000 

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa RpIO2.00(b000 

(8] Koordlnasi Pengendalian Perencanaan dan Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN .ASLI DAERAH (PAD) 

(.] 

Rp l02.Cl0 

Penginapun Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbnr Spesifikasi : Pejabat 
Eselon Ill / Golongan IV 

20 Orang / Han Orang / Han 950.000 0 Rp19.000.000 

Peruginapan Penjadirr Loan 0aerah Dalam Provinsi Sumbar Speslfikasi 
Pen9inapan Pejabat Eselon lVfGoL.Ill.uI,l 

40 Orang / Han) 0ra04 / Han 650.000 0 Op26.000.000  

Uang Hanian Perjadin Datam geri Spesifikasi: SUMATERA BARAT 150 Orang I Hurl Orung I lan 380.000 0 Rp57.000.000 

jumlah Angga an Sub Keglatan: Rp207.176000 



IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 

INDIKATOR TOLOK UKUR KINEPJA TARGET KJNEPJA 

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 207.176.000,- 

Keluaran Jumlah Dokumen Hash Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah di Provinsi 

2 Dokumen 

Hash Persentase kesesuahan perencanaan dengan 
pelaksanaan 

87% 

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN 

1. PENGGUNA ANGGARAN 

Kepala SKPD selaku PA mempunyal tugas: 

c. menyusun RKA-SKPD; 

d. menyusun DPA-SKPD; 

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja 

dan/atau pengeluaran pembiayaan; 

f. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

g. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

h. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

I. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditetapkan; 

j. menandatangani 5PM; 

k. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 

I. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 

m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

n. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 

o. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah; dan 

p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: 

a. menyusun anggaran kas SKPD; 

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan ash daerah; 

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Soshal; 

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan 

dan pengehuaran daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 

dilakukan melalul Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan haporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD 

selaku BUD. 

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran behanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 



c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditetapkan; 

e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 

h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan 

SKPD/tinit SKPD: 

I. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

ii. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

iii. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA. 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran 

pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan: 

I. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

ii. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; dan 

iii. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit 

SKPD sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa. 



VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Rencana Kerja /time schedule 

No Kegiatan 

Pelaksanaan 

Jan Feb Mar Apr Mci Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des 

123412341234123412341234123412341234123412341234 

1 Penyusunan PO/KAK 

2 Rapat Persiapan Awal 

3 Penyusunan SK Tim 
4 Pengumpulan Data Doku men 

Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Provinsi 

5 Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

6 
Penyusunan laporan akhir kegiatan 



2. Rencana Aliran Kas 

?I. Rknrng 
urnIh 

0n99aran 
jumlah KebuWhaii Dana 

januiil Fab,ua,1 Mar40 1dwIan I Apifl 61.1 Jun lniwulun 2 Jail *4uItut S.pt.mb,r Tr')wut.n 3 Oktob.r Nov.mb.r Duimb.r truCrn 4 
1 5.1.02.01.014004 

Bakardan Pthrras 

9.040.000 0 0 2.500.000 2000 0 2.500.900 2.200.000 3701CC) 6.200.000 2.546.000 0 3.7260)0 0 0 

25.1.02.01.014025 
Be3ana AiaUbhan 

ukKugLatw k2nlon. 
Knrtin dun 

836300 0 836300 0 00')OC 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

3 5.1.02.01.014026 
BiIana 0061/816.0 
u00u6040ka13nK100w 
ilabanCetak 

3.238.500 0 0 1.500.000 .0CC 0 0 2.736.500 1.736.500 0 0 0 0 0 0 0 

45.1.02.01.01.0029 
Be3aa 00a06Ean 
uroukkalaa6anlor 
6ahanKomptdw 

0.023.000 0 6.023.000 0 0:.':::' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55.L02.01.01405.2 
80ana Nikanan dun 
l4n40nanRapu 

36.600.000 0 0 6.000.000 E.J: 0 9.400.000 1.500.000 16.300.000 0 13.100.000 0 137070)0 0 0 0 0 

6 5,1.02.02.013011 
B.Iuna Lewna 

31.030.000 0 4.000.000 7.000 0 4.900.000 4.900.000 9.000.000 4.900.000 4.900.000 6532.000 1631)000 0 0 0 0 

75.L02.02.05.9 
6nIaua Snarl 6ungnnan 
GdungTun1pa6 
PItIIITIian 

11.500.000 0 0 5.000.040 :CC 0 1.503.000 0 1,500000 0 5.000.000 0 50)0003 0 0 0 0 

8 5.1.02.04.01.0001 
-If- 

102.000.000 0 0 23.250.000 23000400 0 42.001040 0 32.404.000 0 36.750.000 0 36750000 0 0 0 0 

juanbl 207.176,000 0 6.659.300 43.150.000 0CC)) 030 0 60.301000 65.338.5.00 61636300 6.100.000! 60.896.000 6530.000 700230')) 0 0 0 0 



Eiket- ul oleh, 

Png>1s.. nggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

VIL PELAPORAN 

Pejabat Peaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan 

kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran setiap 

1. Laporan Bulanan 

2. Laporan Tahunan 

VIII. PENUTUP 

Demikian Petunjuk Operasional (P0) mi dibuat sebagal petunjuk operasional dalam pe!aksanaan 

teknis sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Provinsi Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dan pelaksanaan sub 

kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesual dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Padang, Januari 2023 

Ir Kuarti .1 'ë i Putri, M.Si 
Pe bina TK.I, 

NIP. 19691113 199303 2002 

Disusun oleh 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 
Pembina, 

NIP. 19820121 200012 1001 



KERANGKA ACUAN KEGIATAN 
(KAK) TAHUN 2023 

KEGIATAN 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

SUB KEGIATAN 

Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PADANG, JANUARI 2023 



Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

I. Latar Belakang 

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi 

waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang mi kita mengenal satu bagian 

penting dan perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan 

daerah, yaltu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagal kelengkapannya. Dalam merealisasikan tujuan 

pembangunan, maka segenap potensi alam harus digaU, dikembangkan, dan dimanfaatkan 

sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak 

jumtahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga 

mampumenggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan 

pelaksanaan program pembangunan tercapai. 

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oeh Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi 

dan arah pembangunan daerah. Perencanaan mi kemudian dijabarkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD 

dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RP]M Daerah 

dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan Iangsung 

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Perencanaan sebagai salah satu syarat mutlak yang menjammn kesuksesan 

pelaksanaan pembangunan mesti disesualkan dengan potensi dan sumber daya yang 

dimiliki, disamping tetap mempenhitungkan hambatan—hambatan yang mungkin dapat 

terjadi serta alternatif pemecahannya, di mana proses perencanaan pembangunan yang baik 



untuk diterapkan adalah Bottom-Up Planning yang merupakan langkah koordinasi untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang 

menghasilkan perpaduan antar proyek, antar program, dan antar sektor, yang juga berfungsi 

sebagai penyaring terhadap setiap program/proyek yang direncanakan agar benar-benar 

menghasilkan perencanaan pembangunan yang Iayak untuk dilaksanakan bukan hanya 

sekedar sebagai daftar keinginan belaka. 

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota memang 

patut mendapat perhatian. Sebab kedepan, perencanaan pembangunan tidak hanya 

berorientasi pada output, akan tetapi juga berorientasi pada process dan outcome. 

Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan, mulai dan rumusan 

dan formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan paying 

perencanaan (ganis-garis besar haluan pembangunan daerah) hingga kerangka implementasi 

pembangunan daerah dalam bentuk rencana strategis (strategic planning) dan rencana aksi 

(action planning). 

Lebih jauh lagi bahwa tidak hanya sampal pada proses penyusunan namun yang 

paling penting adalah bagalamana pemerintah daerah dalam hal ni setiap SKPD yang ada 

bersama seluruh elemen yang terkait dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tersebut. 

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyebutkan 

bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang 

disusun secara terpadu oleh kementerian lembaga dan perencanaan pembangunan oleh 

pemerintah daerah sesuai kewenangan, dimana perencanaan dimaksud adalah RPJPD, 

RPJMD dan Rencana Tahunan. 

Hal mi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/Walikota 

mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota serta 

klariflkasi Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten Kabupaten/Kota 

kepada Gubernur. 



II. Dasar Pelaksanaan 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, iambi dan Riau sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan iangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Penge!olaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan iangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207); 

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uralan Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi; 



12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40). 

III. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

a. Tercapainya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah di 

Kabupaten/Kota. 

b. Tercapainya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah di 

Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Nasional. 

2. Tujuan 

Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras antara Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan Nasional. 

IV Uraian Substansi 

Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk 

1. Fasilitasi/evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota 

Tahun 2024-2026. 

2. FasiIitasi/evauasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota 

Tahun 2024. 

3. Fasilitasi/evaluasi dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 

Kabupaten/Kota Tahun 2023. 

V. Hash 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 

yaitu 42 dokumen yang terdiri dan 4 dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; 19 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 19 dokumen Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 

VI. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan untuk sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota adalah dan Bulan Januari s/d September 2023. 



VII. Sumber Pendanaan 

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 116.630.500,- dan berasal 

sepenuhnya dan APBD Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian anggaran terlampir. 

VIIL Organisasi Pelaksana 

Pelaksana untuk sub kegiatan Fasilitasi/Eva luasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

IX Penutup 

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota mi disusun, sebagai pedoman dan 

panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, 

efektif, berdaya guna dan optimal. 

Padang, Januari 2023 

Diketahul oleh, Disusun oleh 

Peja bat Pelaksa na Teknis Kegiatan 

r. Kuartini ti Putri, M.Si Yudha Prima, S.STP, M.Si 
Pembina TK.I, Pembina, 

NIP. 19691113 199303 2002 NIP. 19820121 200012 1001 



PETUNJUK OPERASIONAL 
(P0) TAHUN 2023 

KEGIATAN 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

SUB KEGIATAN 

Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PADANG, JANUARI 2023 



PETUNJUK OPERASIONAL SUB KEGIATAN FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

DATA — DATA 

Nama Perangkat Daerah 

Urusan Pemerintahan 

Program 

Nama Kegiatan 

Nama Sub Kegiatan 

Lokasi Kegiatan  

Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Fungsi Penunjang Perencanaan 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Kota Padang 

PENGGUNA ANGGARAN/ PENAN DATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Nama Medi Iswandi, ST, MM 

]abatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Alamat ii. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

KUASA PENGGUNA ANGGARANJPENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

LS/TU 

Nama Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si 

Jabatan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Alamat JI. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
Nama Yudha Prima, S.STP, M.Si 

Jabatan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Alamat ii. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Nama Defridawati 

Alamat ii. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP 

Alamat ii. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang 

TANGGAL PENERBITAN DPA 06 Januari 2023 
NOMOR DPA : DPA/A.115.O1.O.00.O.00.O1.0000/OO1f 2023 

JUMLAH DANA SUB KEG : Rp. 116.630.500,- 



KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGANAN 5PM 

Mcdi Iswandi, STIMM  
NIP.19750502 199903 1 004 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENANDATANGAN SPM LS/TU 

Ir.Kuartini Deti Putri, M.Si  
NIP.19691113 199303 2 002 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 
KEGIATAN 

Yudha Prima, S.STP, M.Si 

NIP. 19820121 200012 1001 

PEJABAT PENATAUSAHMN KEUANGAN 

Hera Kurniawati,SE,Ak 

NIP.19760704 200604 2 004 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Defridawati 

NIP.19661205 199203 2 001 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

Mita Mulyanda Putri,S.STP 

NIP.19970729 202008 2 001 

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN 

SEKRETARIAT PELAKSANA 

1. Akky Perdana, ST I 
NIP. 19740510 200901 1004 

2. Andradina, SE I 
NIP. 19730316 200701 2004 

3. Masril I 
NIP. 19700510 200701 1008 



III. URAIAN KEGIATAN 

Kode Rekening Uraian 
Rincian Perhitungan Jumlah 

Koeflsien Satuan Harga PPN (Rp) 

5.1 BELANJAOP8RASI Rp116630.500 

5.1.02 BelanjaBarangdanJasa RP116630500 

5.1.02.01 Belanja Barang Rp4&880.500 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp46880.500 

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto- Kertas dan Cover Rp836.S00 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

Rp836500 

1-] 

KertasHvs 

Spesifikasi : f4 70 gr 

10 Rim Rim 58.000 0 Rp580.000 

KertasHVS 

Spesifikasi : a4 70 gr 

5Rint Rim 51.300 0 Rp256.500 

5.1.02.01.01.0026 BelanjaAlat/8ahan untukKegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp2.509.000 

[#J 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

Rp2.soa000 

[.] 

jilid 

Spesifikasi: spiraL besi (kurang lebih hi 100 lernbar) 

40 Eksemplar Eksemptar 23.000 0 Rp920.000 

Penggandaan Dokumen Spesiuikasi: Hitam Putih 6356 Lembar Lembar 250 0 Rp1.589.000 

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp903.000 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASh DAERAH (PAD) 

Rp9603.000 

(.] 

tinta printer 
Spesifikasi : bt-6000bk 

6 Unit Unit 136.400 0 Rp818.400 

tintaprinter 

Spesifikasi : cyan ink cartridge bt 5000c 

3Buah Buah 136.400 0 Rp409.200 

tinta printer 

Spesifikasi : magenta ink cartridge bt 5000m 

3Buah Buali 136.400 0 Rp409.200 

tinta printer 

Spesifikasi : yellow ink cartridge bt S000y 

3 Buah Buah 136.400 (1 Rp.409.200 

toner 

Spesifikasi : 78a 

3 Buah Buah 1.265.000 0 Rp3.795.000 

toner 

Spesifikasi : 85a 

3 Buah Buah 1.254.000 0 Rp3.762.000 

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

(#1 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Rp33.932.000 

Rp33.932.000 

(.] 

Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan 632 Orang F Kali Orang / Kali 17.000 0 Rp1O.744.000 

Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan 527 0rang / Kali Orang I Kali 44.000 0 Rp23.188.000 

5.1.02.02 BelanjaJasa Rp6975a000 

5.1.02.02.01 BelanjaJasa Kantor Rp6975Ct000 

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan SekretariatTim PelaksanaKegiatan Rp69.75a000 

(#] 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Rp675CL000 

(1 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

Spesifikasi : Anggota 

25 Orang x 3 BuLan Orang I BuLan 750.000 0 Rp56.250.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oLeh Kepala Daerah 

Spesifikasi : Ketua 

I Orang x 3 Bulan Orang I BuLan 1.000.000 0 Rp3.000.000 

Jasa Tim Pelakuana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

Spesifikasi : Penanggung Jawab 

I Orang x 3 Bulan Orang / BuLan 1.250.000 0 Rp3.750.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

Spesifikani : Pengarah 

1 Orang n 3 Bulan Orang I Bulan 1.500.000 0 Rp4.500.000 

Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

Spesifikasi : Sekretans 

1 Orang x 3 guLan Orang I Bulan 750.000 0 11p2.250.000 

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp11663a500 



IV. INDIKATOR KIN ER]A SUB KEGIATAN 

INDIKATOR TOLOK UKUR KJNEPJA TARGET KINERJA 

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 116.630.500,- 

Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pen-ibangunan 
Kabu paten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 

42 Dokumen 

Hash Persentase kesesuaian perencanaan dengan 
pelaksanaan 

87% 

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN 

1. PENGGUNA ANGGARAN 

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

c. menyusun RKA-SKPD; 

d. menyusun DPA-SKPD; 

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja 

dan/atau pengeluaran pembiayaan; 

f. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

g. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

h. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

I. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditetapkan; 

j. menandatangani SPM; 

k. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

di ph m pin nya; 

I. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 

m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

n. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 

a. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah; dan 

p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: 

a. menyusun anggaran kas SKPD; 

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan ash daerah; 

c. menyusun dokumen Naskah Perianjian Hibah Daerah (NPHD); 

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD 

selaku BUD. 

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 

b. rnelaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 



d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditetapkan; 

e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 

h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan 

SKPD/Unit SKPD 

i. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

ii. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

iii. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA. 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran 

pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan: 

i. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaari Kegiatan/Sub kegiatan; 

ii. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; dan 

Hi. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit 

SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa. 



VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Rencana Kerja /time schedule 

No Kegiatan 

Pelaksanaan 

Jan Feb Mar Apr Mel Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des 

123412341234123412341234123412341234123412341234 

1 Penyusunan PO/KAK 

2 Rapat Perapan Awal 

3 Penyusunan 5K Tim 
4 Pengumpulan Dat:a dan Sosialisasi Fasilitasi 

Rancangan Akhir Dokumen RPD Tahun 2023 - 
2026 untuk 3 Kota, RKPD Tahun 2024 dan 
Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota 

5 Fashtasi Rancangan Akhir Dokumen RPD Tahun 
2023-2026 untuk 3 Kota 

6 Faslitasi Rancangan Akhir Dokumen RKPD Tahun 
2024 Kabupaten/Kota 

7 Fasiuitasi Rancangan Akhir Dokumen Perubahan 
RKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota 

8 Evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir 
Dokumen RPD Tahun 2023-2026, RKPD Tahun 
2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 
Kabupaten/Kota 

9 Penyusunan laporan akhir kegiatan 



2. Rencana Aliran Kas 

Plo. RoOming 
jumIh 

Ang;rin 
Jumlab ebu0uhan Dni 

JamovI Psbnid Mar00 Tniauian 1 Apo0 N.J Jurd Trn.ulan 2 juN AgiMw Sa6s.nb.r IliwulOfi 3 0k8ob.r Nov.mb.r Dss.mb.r Tniwular 4 

1 5.1.02.01.01.0025 

0060kkegla6ao Kaor 
0a,tag dam Cammr 

636500 0 830500 0 835.CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25.1.02.OLOO.0026 
Bda.Ja 9100006.. 

BaoC91ak 

2.509000 0 0 0 0 0 0 0 2509.000 0 2000CCO 0 0 0 

3 5.1.02.01.01.0029 
6danJa 9iaVeuhan 
urdukKa6..0a.tor. 
Bahan Kompunr 

9.603.090 0 8.603.000 0 •:. :':-: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 5.1.02.01.01.0002 
6danJa Makorn dan 
P4nnnan 00pa5 

33.832.000 0 0 8150000 250.0CC 0 0 14.650.000 1' 600000 11,032.000 0 0 11.032 100 0 0 0 C 

SS.L02.02.01.0004 
l4onnrorlumTr 
Pdabama 0.ghtan din 
Sekietanatlim 
Pdaksana CeIa0an 

69.750.009 0 0 23150.000 03250.000 0 0 0 23.250.000 23.250.000 0 25300000 0 0 0 

)mlah 316,630.536 0 10.459.500 31.500.000 41939500 0 0 14.650.000 3' 6120.0 34.202.000 25.759.000 2 CC 11 CCC 0 0 0 C 



Diketam oleh, 

gara n Kuas 

VIL PELAPORAN 

Pejabat Pe!aksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan 

kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran setiap: 

1. Laporan Bulanan 

2. LaporanTahunan 

VIII. PENUTUP 

Demikian Petunjuk Operasional (P0) mi dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan 

teknis sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dan pelaksanaan sub 

kegiatan, maka akan disesualkan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang bertaku. 

Padang, Januari 2023 

Disusun oleh 

Pejabat Pelaksaqa.Teknis Kegiatan 

Ir. Kuartin De Putri, M.Si Yudha Prima, SSTP, M.Si 
Pem ma TK.I, Pembina, 

NIP. 19691113 199303 2002 NIP. 19820121 200012 1001 
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